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ABSTRAK

Undjuk rasa buruh/pekerja, khususnya karyawan dengan
status perjanjian kerja waktu tertentu (PEWT), setiap
tanggal 1 Mei - dikenal dengan hari Buruh Sedunia (May
Cay} = yang menuntut hak-hax pekerja dan perubahan atas
ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan di Indonesia
menunjukkan bahwa dunia ketenagakerjaan di Indenesia saat
ini masih penuh dengan gejolak. Kitab Undang-undang Hukum
Perdata dalam pasal 1601 {a) menyebutkan bahwa persetujuan
perburuhan adalahn persetujuan dengan mana pihak
nekerja/buruh mengikatkan diri untuk di bawah perintah
pihak vang lain, =i majikan, untuk sesuatu waktu tertentu
melakukan pekerjaan dengan menerima upsh. Juga dalam
Peraturan Menteri < Tenaga Kerja Nomor FPer.02/MEN/19%3
tentang/ Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu yang sekarang
diatur dalam Undang-undang WNomer 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjzan dan didalam pelaksanaannya diatur dalam
Homor HKep L00/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Kerja Waktu Tertentu. Perlindungan Pemerintah terhadap
pekerja/buruh melalul ketentuan ketenagakerjaan tersebut
kenyataannya masih banyak belum dipatuhi oleh pengusaha.
Felemahan-kelemahan  ketentuan ketenagakerjaan yang ada
juga dimanfaatkan oleh pangusaha untuk tetap
memperkerjakan pekerja/burun  dengan status  FEWT vyang
menempatkan pekerja/buruh  pada posisi  lemah, rentan
terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK} sepihak, pesangeon
yang tidak memadai, dan sebagainya.

Perusahaan Pengelola Aset {PEA) sebagal Badan usaha
Milik MNegara ({(BUMMN, perserc] di bidang aset negara yang
bertindak’ untuk-dan atas nama Menteri Keuangan Republik
Indonesia telah/menerapkan PKWT sesuai dengan, ketentuan
perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku dan bagl
karyawan PKWT yang diakhiri perjanjian kerjanya sudah
mendapatkan haknya sesuai/ vang dipersyaaratkan dalam
Undang-undang Momor 12 tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan. Hal ini bukan-berarti perlakuan terhadap
pekeria berstatus PEWT selalu berlangsung balk, karena
masih ditemukan adanya kelemahan dalam ketenbuan
ketenagakerjaan vyang berlaku sehingga pekerja walaupun
jangka waktu PEWTnya sudah maksimal tetapl pekerja masih
dapat dipekerjakan melalui perusahaan penyedia jasa.
Urgensi tulisan ini adalah menganalisis secara yuridis
tentang PEWT vang diterapkan d4i PPA.

¥i
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BAB |
PENDAHUL UAN

1.1. Latar Bel akang Masal ah

Krisis keuangan Asia tahun 1997 berdanpak buruk
pada sektor keuangan dan perekononi an Negara. Menghadapi

Krisis ini Penerintah I|ndonesia dengan dukungan badan-

badan dan I enbaga mul til ateral menbent uk Badan
Penyehat an Per bankan Nasi onal ( BPPN) guna
mer est r ukt uri sasi sekt or per bankan dan menber i kan

kontribusi dal am nmengger akkan kenbali roda perekonom an
nasi onal . Masa tugas BPPN sesuai dengan nandat nya
berakhir pada tanggal 27 Februari 2004 dan dengan
berakhi rnya nesa tugas BPPN tersebut nmaka segala aset
BPPN nenj adi aset negara yang dikelola Menteri Keuangan.?!

Menper hat i kan kebut uhan dal am nengel ol a aset Negara
tersebut, Penerintah nmemandang perlu untuk nendirikan
sebuah Per usahaan Per ser oan (Persero) di bi dang
pengel ol aan aset vyaitu PT Perusahaan Pengelola Aset

(Persero, PPA) . PPA di bentuk berdasarkan Peraturan

! Laporan Tahunan 2004 PT PPA, hal. 2.
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Penerintah Normor 10 tahun 2004 tentang pendirian
Per usahaan Perseroan (Persero) dibidang pengel ol aan aset
dengan maksud dan tujuan nengelola aset Negara yang
berasal dari BPPN yang tidak terkait perkara untuk dan
atas nama Menteri Keuangan. PPA secara khusus juga
di bentuk guna nmendukung program Penerintah dal am
menul i hkan  perekonom an dan nenper cepat penbangunan
nasi onal secara efektif dan efisien dalam kapasitas
sebagai Badan Usaha MIlik Negara (BUWMN). Sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan, PPA nemliki batas waktu 5
(lima) tahun untuk menjalankan m sinya. Untuk nencapai

tujuan dan target kontribusi secara optiml dalam
penmul i han ekonom dan penmbangunan nasi onal , PPA
di percaya nel aksanakan tugas-tugas berikut:

a. Restrukturisasi aset.

b. Penagi han pi ut ang.

c. Kerjasama dengan pi hak ketiga untuk peningkatan nila

aset .

d. Penjual an.

e. Mel aksanakan tugas |ain guna nendukung tugas-tugas
tersebut di atas ternmasuk pengel olaan dokunen aset,

penel i haraan dan pengananan atas aset.
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Dal an  nel aksanakan tugas-tugas dan  m Si PPA
tersebut di atas dengan batas waktu berdirinya telah
ditentukan yaitu 5 tahun sejak didirikan atau kecuali
di per panj ang atas persetujuan Rapat Unum Penegang Sahan
(RUPS).? PPA sepenuhnya nenyadari arti penti ngnya
pel aksana kerja nelalui perekrutan tenaga Kkerja yang
ber kemanpuan, bernotivasi, profesional dan telah teruji
kualitas dan integritasnya sebagai penentu keberhasil an

dal am nencapai tujuan bersana.®

PPA nenpekerj akan pekerjanya dalam 2 (dua) kel onmpok
yaitu pekerja atas dasar Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
( PKWI) atau biasa disebut karyawan kontrak dan
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWT) atau biasa
di sebut karyawan tetap. Karyawan tetap dikategorikan
sebagali karyawan inti PPA sedangkan karyawan PKW
di kat egori kan sebagai karyawan untuk mendukung karyawan
tetap dalam nenyel esai kan pekerjaannya. Masa kontrak
kerja Karyawan PKW di sesuai kan dengan kebutuhan proyek
kerja yang dil aksanakan secara bertahap dan masa tugas

PPA yang akan berakhir pada 27 Februari 2009.*

2 Anggaran Dasar PT PPA, hal. 7.

3 Laporan Tahunan 2004 PT PPA, hal. 40.

4 Berdasarkan PP No. 61 tahun 2008, ruang |ingkup PT PPA
di perluas dan dengan nmsa tugas yang tidak terbatas.
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Karyawan PKWI dan PKWT pada dasarnya mem | ik
banyak persamaan, antara l|ain dalam hal: nenciptakan
hubungan kerja dengan obyek perjanjian berupa pekerjaan
dan konpensasi berupa perintah dan wupah, perjanjian
kerja secara tertulis dan sesuai perundangan-undangan
yang berlaku, berdasar kesepakatan kedua pihak, dsb.?>
Per bedaan antara PKW dan PKWT dapat dilihat dari tabel

beri kut :

Tabel 1.1. Perbedaan PKW dan PKWT

Hal PKWI PKWIT
wakt u Ter bat as pada j angka | Per manen/ konti nyu sanpai
wakt u sel esai nya usi a pensi un atau
pekerjaan tertentu di tentukan | ain ol eh

per at ur an per usahaan

Car a Tertulis dengan Dapat secara |isan dan
huruf Latin dan tulisan

bahasa | ndonesi a
dan/ at au bahasa

asi ng

Masa Ti dak nensyar at kan Dapat nensyar at kan

per cobaan | adanya nmasa adanya nasa percobaan
per cobaan kerja maksi num 3 bul an

Sumber: Miuch. Nurachmad, Tanya Jawab Seputar Hak-Hak tenaga Kerja
Kontrak (outsourcing), (Jakarta: Visinedia, 2009), hal. 8.

Fenonena karyawan PKWI di | ndonesia sendiri memang
sudah berlangsung cukup | ans, bai k dil akukan ol eh

perusahaan | okal atau asing, swasta atau mlik

® Mich. Nurachmad, Tanya Jawab Seputar Hak-Hak tenaga Kerja
Kontrak (outsourcing), (Jakarta: Visinedia, 2009), hal. 6-7.
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penerintah. Sebagai bagian dari sistem ekonom kapitalis
duni a maka fenonena tenaga kerja kontrak® atau dikena
dengan istilah outsourcing ini kian banyak dipilih

sebagai alternatif nendapatkan tenaga kerja yang nurah

cepat, dan Dberesiko |ebih rendah. Keuntungan lain
mel akukan out sour ci ng m sal nya: efi si ensi dan
per anpi ngan organi sasi, t er bebasnya perusahaan dari
masal ah  kepegawai an, perusahaan |lebih fokus pada
konpetensi inti, nenberikan pekerjaan pada yang |ebih
ahli dan nendapatkan nmanfaat dari kemaj uan sistem
teknologi.” Di sisi lain, seseorang vyang dikontrak

bi asanya beban kerjanya hanpir sama atau bahkan |ebih
berat dari pada karyawan tetap, nanun dari segi gaji atau

fasilitas | ainnya bisa berbeda.

Persoal an yang ditinmbul kan akibat sistem kontrak
ini seakan tak berkesudahan. Milai dari Perut usan
Hubungan Kerja (PHK) sepihak, tidak adanya pesangon yang

menmadai, dan terlebih lagi tidak adanya perlindungan

6 Istilah ‘kontrak’ berarti suatu perjanjian yang dituangkan
dal am bentuk tulisan atau perjanjian tertulis antar pihak-pihak
terkait. Lih. IG Rai Wdjaya, Merancang Suatu Kontrak (Contract
Drafting): Teori dan Praktek, (Bekasi: Kesaint Blanc, 2002), hal. 3.

" I'man Sjahputra Tunggal, Teori dan Kasus Hukum Ketenagakerjaan
I ndonesi a, (Jakarta: Harvarindo, 2009), hal. 381.
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hukum bagi karyawan kontrak yang akan nenuntut haknya di

pengadi | an. 8

Pada Desenber 2008 nenjelang berakhir nmasa tugas
PPA, seluruh karyawan PKWI PPA diakhiri perjanjian
kontrak kerjanya dan  masing-nmasing karyawan  PKW

di beri kan uang pi sah.

1.2. Perunusan Masal ah
Ber dasarkan I|atar bel akang rmasal ah sebagai mana

di kenukakan di atas dapat ditari k beberapa permasal ahan

dal am penelitian ini, yaitu:

a. Apakah pengaturan perjanjian kerja untuk waktu
tertentu dii PPA sudah sesuai dengan Undang-undang
Nonor 13 Tahun 2003 tentang Ket enagakerjaan?

b. Apakah karyawan PKW yang di akhiri perjanjian
kerjanya sudah = nendapatkan haknya sesuai yang
di per syarat kan dalam Undang-Undang Nonor 13 Tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan?

8 Libertus Jehani, Hak-hak Karyawan Kontrak, (Jakarta: Forum

Sahabat, 2008), hal. 15-18.
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1.3. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian pada hakekatnya nmengungkapkan,

° Penelitian ini

apa yang hendak dicapai oleh peneliti.

menpunyai tujuan sebagai berikut:

a. Mengetahui penerapan perjanjian kerja waktu tertentu
di PPA

b. Menget ahui penyel esai an hak karyawan PKW sehubungan

dengan ber akhi rnya hubungan kerja nereka di PPA.

1.4. Metode Penelitian

Met ode penelitian nenpunyai peranan yang Sangat
penting dalam suatu penelitian. Metodol ogi nerupakan
unsur yang nutlak harus ada di dalam penelitian dan
pengenbangan il mu pengetahuan, perannya antara |ain:
menanbah kemanpuan para il nmwan untuk mnengadakan atau
nel aksanakan penelitian secara lebih baik atau Iebih
| engkap, nenberi kan kenmungki nan yang |ebih besar untuk
menel i ti hal - hal yang belum diketahui, menberi kan
kemungki nan yang | ebi h besar untuk nelakukan penelitian

I nterdi sipliner, menberi kan pedoman unt uk

° Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Ul -

Press, 1986), hal. 18.
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nmengor gani sasi kan serta nmengi ntegrasi kan penget ahuan

mengenai masyar akat . *°

1.4.1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriftif analisis untuk
menperol eh ganbaran yuridis nengenai Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu yang tidak sesuai dengan ket entuan
perat uran ketenagakerjaan yang berlaku. Penelitian ini
di dasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU

Nonor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerj aan.

1.4.2. Pendekat an
Dal am penelitian ini digunakan pendekatan yuridis
normati f yang nenekankan pada studi kepustakaan untuk

menperol eh data sekunder. !

1.4.3. Metode Pengunpul an Data
Dalam setiap penelitian ada berbagai net ode
pengunpul an data yang dapat di pergunakan. Penelitian ini

nmenggunakan penelitian kepustakaan dengan bahan hukum

Y Ibid., hal. 7.

1 Data sekunder nerupakan data yang diperol eh berdasarkan hasil
penelitian dari kepustakaan, pengunpulan data sekunder dil akukan
dengan nengadakan studi dokunen.
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yakni bahan prinmer, bahan sekunder dan bahan tersier?'?
sebagai bahan penunj ang.
Bahan- bahan primer dalam penelitian ini antara lain
UU Nonor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, peraturan
Ment er i Tenaga Kerja vyang terkait dengan nasal ah
ket enagakerj aan, perjanjian pada umummya  termasuk
perjanjian kerja waktu tertentu. Bahan-bahan sekunder
terdiri dari beberapa buku yang terkait, artikel, dokunen
yang di peroleh dari internet dan lain-lain. Bahan hukum
tersi er nmenggunakan kamus hukum Penggunaan data sekunder
I ni di harapkan dapat nenaksi mal kan tujuan dari penelitian
i ni dengan nermanfaat kan fungsi-fungsi dari data sekunder
yai t u:
a. Sebagai bahan dalam kerangka pencapaian il nu
penget ahuan hukum peri kat an dan hukum per bur uhan.
b. Unt uk nendayagunakan 1 nmu penget ahuan hukum

per bur uhan.

Untuk nel engkapi data yang dibutuhkan, dilakukan
penelitian |apangan (field research) nelalui wawancara

dengan nara sunber/informan, yaitu pihak yang nemli ki

12 Sperjono Soekanto dan Sri Manudji, Penelitian Hukum Normati f
Suatu Ti njauan Singkat, Cet. VII, (Jakarta: PT RajaG afindo Persada,
2003), hal. 33.
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keahl i an dan orang-orang yang terkait dengan masal ah yang
diteliti. Penelitian ini dibatasi pada Perjanjian Kerja
VWaktu Tertentu yang terjadi di PT PPA pada tahun 2004
sanpai dengan 2008. Penulisan ini bersifat deskriptif
analisis, yang dilakukan untuk nenperoleh ganbaran
yuridis nengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang
tidak sesuai dengan ketentuan peraturan ketenagakerjaan
yang ber| aku.

Dari hasil penelitian kepustakaan penulis nemaham
perat uran-peraturan yang berlaku yang kenudian dili hat
I npl enent asi nya di | apangan dan nenghubungkan teori-teor

yang ada dengan kenyataan di | apangan.

1.4.4. Pengol ahan dan Analisis Data

Ada berbagali pendapat para pakar di bi dang
penelitian nengenai tujuan dari analisis, diantaranya
anal i si s adal ah penyeder hanaan data ke dalam bentuk yang
| ebi h nmudah di baca dan diinterpretasi.?®® Unt uk
nmenganal i sis data dal am penelitian ini dengan nenggunakan
metode kualitatif yang berdasarkan pokok pernmasal ahan
yang ada, kenudian data disederhanakan nenjadi bahasan

yang sistemati s.

13 Masri Singarinbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survai
(Jakarta: LP3ES, 1981), hal. 213.
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Pendekatan kualitatif sebenarnya nerupakan tatacara
penelitian nenghasil kan data deskriftif, yaitu apa yang
di nyat akan ol eh responden secara tertulis atau |isan dan

peril aku nyat a. **

1.5. Sistenmati ka Penul i san
Tulisan ini terdiri dari |im bab yang saling
berangkai dari satu bab ke bab lain. Sistematika

penul i san ini diurai kan sebagai beri kut:

Bab |: Pendahul uan, dalam bab ini akan dibahas dan
di j el askan nengenai |latar belakang masal ah, perunusan
masal ah, tujuan penelitian, metode penelitian, serta

si stemati ka penul i san.

Bab I1: Pengertian Perikatan dan Perjanjian Secara Umum,
dal am bab i ni akan di bahas dan dijel askan nengenai hukum
peri katan dan perjanjian secara umum yang neliputi
pengertian perikat an, sunber  peri kat an, unsur - unsur
peri kat an, macan- macarn peri kat an, hapusnya suat u
peri katan, pengertian perjanjian, hubungan perikatan dan
perjanjian, asas-asas umun hukumr perjanjian, syarat-

syarat sahnya perjanjian, saat terjadinya perjanjian,

14 Soekanto, Ibid., hal. 35.
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unsur-unsur perjanjian serta perjanjian dan aki bat

hukummya bagi para pi hak.

Bab I111: Perjanjian Kerja, dalam bab ini akan dibahas
dan dijel askan nengenai, perjanjian kerja waktu tertentu
yang neliputi penjelasan nengenai perjanjian kerja pada
umummya, yaitu pengertian perjanjian kerja, unsur-unsur
perjanjian kerja, hak dan kewajiban para pihak, jangka
waktu perjanjian kerja. Selain itu akan dijel askan juga
mengenai perjanjian kerja waktu tertentu, subyek dan
obyek perjanjian kerja waktu tertentu, syarat form | dan
materil, dan ber akhi r nya perjanjian kerja waktu

tertentu.

Bab IV: Analisa Yuridis Penerapan Status Karyawan PKW
Pada PPA, dalam bab ini akan dibahas dan dijelaskan
nmengenai perjanjian kerja waktu tertentu di PPA. Hal - hal
yang akan di analisa adal ah jenis pekerjaan, jangka waktu
kontrak, berakhirnya perjanjian Kkerja serta hak dan

kewaj i ban karyawan kontrak pada PPA.

Bab V. Kesinmpulan dan Saran, dalam bab ini akan
di sanpai kan kesi npul an dan saran dari hasil studi yang

di dapat dari hasil tulisan ini.
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BAB | |

TI NJAUAN UMUM PERI KATAN DAN PERJANJI AN

2.1. Pengertian Perikatan Secara Umumr

Peri katan nerupakan suatu pengertian abstrak,
sedangkan suatu perjanjian adalah suatu peristiwa hukum
yang konkret . 1®

Peri katan (verbintenis) nenpunyai arti yang |ebih
| uas dari perkataan perjanjian sebab dalam Buku 1l Kitab
Undang- Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wtboek (KUH
Perdata), diatur juga perihal hubungan hukum yang sama
sekali tidak bersunber pada suatu persetujuan atau
perjanjian, yaitu perihal perikatan yang tinbul dari
per buat an yang nel anggar hukum (onrechtnati ge daad)'® dan

peri hal perikatan yang tinbul dari pengurusan kepentingan

or ang lain yang ti dak ber dasar kan per set uj uan
(zaakwaar nemi ng)!’. Tetapi sebagian besar Buku 11l KUH
15 Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Cet. 25, (Jakarta:

I ntermasa, 1993), hal. 122.

' Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Op.
cit., Ps. 1365.

7 Ibid., Ps. 1354.
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Perdata ditujukan pada perikatan-perikatan yang tinbul

dari persetujuan atau perjanjian.

2.1.1. Pengertian Perikatan

Yang di maksudkan dengan peri katan ol eh Buku 111 KUH
Perdata i1alah suatu hubungan hukum (nengenai kekayaan
harta benda) antara dua orang, yang nenberi hak pada yang
satu untuk nenuntut barang sesuatu dari yang | ainnya,
sedangkan orang yang | ai nnya di waji bkan nenenuhi tuntutan
itu. 18
Perikatan adalah istilah atau pernyataan yang
bersifat abstrak, yang nenunjuk pada hubungan hukum dal am
| apangan harta kekayaan antara dua atau | ebih orang atau
pi hak, di mana hubungan hukum tersebut mel ahi r kan
kewaj i ban kepada salah satu pihak yang terlibat dalam
hubungan hukur. *°

Peri kat an adal ah per hubungan hukum antara dua orang
atau dua pi hak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak

menunt ut sesuatu hal dari pihak yang |ain, dan pihak yang

| ai n berkewaj i ban untuk nemenuhi tuntutan itu.?°

“lbid., hal. 123.

19 Kartini Miljadi dan Gunawan Wdjaja, Perikatan yang Lahir dari
Perjanjian, (Jakarta: RajaG afindo Persada, 2008), hal. 1.

20 Subekti, Hukum Perjanjian, Cet.17 (Jakarta: PT. Internasa,
1998), hal. 1.
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Buku 111 KUH Perdata nengatur perihal hubungan-
hubungan hukum antara orang dengan orang (hak-hak
per seor angan), nmeskipun yang nenjadi obyek suatu benda.
O eh karena sifat hukum yang ternuat dalam Buku 111 KUH
Perdata selalu berupa suatu tuntut nenuntut, maka i si
Buku I'l'l KUH Perdata di namakan juga “hukum perhutangan”.
Pi hak yang berhak nenuntut di namakan pihak berpiutang
atau “kreditur”, sedangkan pihak yang wajib nenenuh
tuntutan di namakan pi hak ber hutang atau “debitur”. Adapun
barang yang dapat dituntut dinamakan “prestasi” yang
menurut undang- undang dapat berupa: %

a. Menyerahkan suatu barang.
b. Mel akukan suatu perbuat an.

c. Tidak nel akukan suatu perbuat an.

2.1.2. Sunber Perikatan
Pasal 1233 KUH Perdata nenyebutkan bahwa “tiap-tiap
peri katan dil ahirkan bai k karena persetujuan, baik karena

undang- undang” . 22

Pasal 1233 nenerangkan tentang dua
sunber | ahi rnya peri katan, yaitu:
a. Persetujuan (perjanjian).

b. Undang- undang.

2 Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdat a, Cet. 25, (Jakarta: PT
I ntermasa, 1993), hal. 123.
22 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Op. cit., Ps. 1233.
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Perjanjian sebagai sunber perikatan, apabila dilihat
dari bentuknya, dapat berupa perjanjian tertulis nmaupun
perjanjian tidak tertulis. Senmentara itu, sunber
peri katan yang berupa undang-undang dapat dilihat dal am
Pasal 1352 KUH Perdat a, yang nmenyebutkan  bahwa
“Peri kat an- peri katan yang dil ahi rkan dem undang-undang,
tinmbul dari wundang-undang saja, atau dari undang-undang
sebagai aki bat perbuatan orang”.?* Sunber perikatan yang
ber sunber dari undang-undang Kkarena perbuatan orang,
dapat dilihat dalam Pasal 1353 KUH Perdata *“Peri katan-
perikatan yang dilahirkan dari undang-undang sebagai
aki bat perbuatan orang, terbit dari perbuatan halal atau

dari per buatan nel anggar  hukun”.

Setiap kewajiban
perdata dapat terjadi karena di kehendaki ol eh pihak-pi hak
yang terkait dalam perikatan yang secara sengaja dibuat

mer eka, ataupun karena ditentukan oleh peraturan

per undang- undangan yang ber| aku.

2.1.3. Unsur-unsur Perikatan

Dari runmusan Pasal 1233 KUH Perdata tersebut d
atas, dapat diketahui bahwa didalam suatu perikatan,
di perl ukan sekurang-kurangnya enpat unsur perikatan

yai t u:

# Ki tab Undang- Undang Hukum Perdata, Op. cit., Ps. 1352.
24 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Op. cit., Ps. 1353,
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a. Hubungan hukunm.

b. Meli batkan dua atau | ebi h orang.

c. Dal am | apangan hukun harta kekayaan.

d. Meni nbul kan kewaji ban pada salah satu pihak dalam

peri kat an. 2°

Menur ut Kartini Mul j adi dan Qunawan W dj aj a,
hubungan hukum dalam perikatan dapat |ahir karena
kehendak para pi hak, sebagai aki bat dari persetujuan yang
di capai oleh para pihak dan sebagai akibat perintah
peraturan perundang-undangan. Dengan dem ki an hubungan
hukunr dapat |ahir sebagai akibat perbuatan hukunr yang
di sengaja atau tidak, serta dari suatu peristiwa, atau
bahkan suatu keadaan hukun. Peristiwa hukumr yang
nel ahirkan perikatan msalnya putusan pengadilan yang
bersifat menghukum atau kematian yang newari skan harta

6 Unsur kedua,

kekayaan seseorang kepada ahli warisnya.?
hubungan hukurr |ahir karena kehendak para pi hak. Hubungan
i ni  menbut uhkan sekurangnya dua pi hak, dimana satu pihak

ada hak dan pihak |ainnya nenpunyai kewajiban untuk

menenuhi hak tersebut.

2% Kartini Miljadi dan Gunawan Wdjaja, Perikatan pada Urumya,
Cet. I, (Jakarta: RajaG afindo Persada, 2003), hal. 17.
®|bid., hal. 18.
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Hubungan hukun yang | ahir adal ah hubungan hukun di
bi dang harta kekayaan. Runusan tersebut berarti bahwa
terdapat hak dan kewajiban yang nuncul, yang dapat
di ni | ai dalam bentuk wuang atau dijabarkan nenjadi
sej um ah uang tertentu.

Unsur keenpat, hubungan hukunr tersebut nelahirkan
kewaj i ban pada salah satu pihak dalanmr perikatan
sebagai nrana dapat dili hat dalam pasal 1234 KUH Perdat a,
yang nmenyat akan bahwa: “Tiap-tiap perikatan adal ah untuk
menberi kan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk

ti dak berbuat sesuatu”.?

2.1.4. Macan-rmacam Peri kat an

Suatu perikatan nerupakan suatu hubungan hukumr
antara dua pi hak, dimna pi hak yang satu ber hak nenunt ut
sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain
ber kewaj i ban untuk nmenenuhi tuntutan itu.

Apabi |l a pada nasing-masing pihak hanya 1 (satu)
orang, sedangkan yang dapat dituntut hanya berupa 1
(satu) hal dan penuntutan tersebut dapat dil akukan

seketi ka, maka perikatan ini nmerupakan bentuk yang paling

27 Ki tab Undang-undang Hukum Perdata, Op. cit., Ps. 1234,
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sederhana. Perikatan dalam bentuk yang sederhana ini
di namakan peri katan bersahaj a atau perikatan nurni.?®
D sanpi ng bentuk paling sederhana, terdapat berbaga

macam peri katan | ai n®® yang akan di urai kan di bawah ini:

a. Perikatan bersyarat (voorwaardelijk)

Suatu peri katan bersyarat, apabila ia digantungkan
pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan nasih
belum tentu akan terjadi, baik secara nenangguhkan
'ahi rnya perikatan hingga terjadinya peristiwa senmacam
I tu, maupun  secara nmenbatal kan  perikatan  menurut
terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa tersebut.

Dal am hal pertama, perikatan |ahir hanya apabila
peristiwa yang dinmeksud itu terjadi dan perikatan [ahir
pada detik terjadinya peristiwa itu. Perikatan senacam
itu dinamakan perikatan dengan suatu syarat tangguh
(opschortende voorwaarde). Sebagai contoh, apabila saya
berjanji untuk  nmenyewakan rumah saya kalau saya
di pi ndahkan ke |uar negeri, neka perjanjian sewa- nenyewa
dan perikatan yang tinbul karena itu adalah suatu
perjanjian dan perikatan dengan suatu syarat tangguh.

Sebal i knya, apabila saya sekarang juga nenyewakan rumngah

# Subekti, Hukum Perjanjian, Cet. 17, (Jakarta: |ntermasa, 1998),
hal . 4.
2 |bid., hal. 4-12.

19

Analisa yuridis..., Yoseph Kadiaman, FH Ul, 2010



saya kepada si A, dengan ketentuan bahwa persewaan itu
akan berakhir kalau anak saya yang berada di |uar negeri
pul ang ke tanah air, mnmaka persewaan itu adalah suatu
per sewaan dengan suatu syarat batal. Persewaan itu akan
berakhir secara otomatis, kalau anak saya pul ang ke tanah

air.

b. Perikatan dengan ketepatan waktu (tijdsbepal i ng)
Ber | ai nan dengan suatu syarat, suatu ketetapan waktu
(term jn) tidak nenangguhkan |ahirnya suatu perjanjian
at au peri kat an, nmel ai nkan hanya menangguhkan
pel aksanaannya, ataupun nenentukan |ama waktu berl akunya
suatu perjanjian atau perikatan. Perbedaan antara suatu
syarat dengan suatu Kketetapan waktu ialah yang pertanma
berupa suatu kejadian atau peristiwa yang belum tentu
atau tidak akan terlaksana, sedangkan yang kedua adal ah
suatu hal yang pasti akan terjadi, nmeskipun nungkin bel um
dapat ditentukan kapan terjadinya, m salnya neninggal nya
seseorang. Banyak sekali contoh-contoh perikatan yang
di gantungkan pada suatu ketetapan waktu dalam praktek,

seperti perjanjian perburuhan dan sebagai nya.
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c. Perikatan mana suka (alternatif)

Suatu perikatan di mana si berhutang di bebaskan jika
i a menyerahkan sal ah satu dari dua barang yang di sebut kan
di dalam Perjanjian, tetapi ia tidak boleh nenmaksa si
ber pi utang untuk nenerima sebagi an dari barang yang satu
dan sebagian barang l|ainnya. Hak nemlih ada pada si
berhutang jika tidak secara jelas diberikan kepada si
ber pi ut ang. M sal nya, seseorang nenpunyai suatu tagihan
uang satu juta rupi ah pada seorang petani yang sudah | ama
sekal i tidak dibayarnya. Sekarang seseorang nengadakan
suatu perjanjian dengan dia, bahwa petani tersebut akan
di bebaskan dari hutangnya apabila ia menyerahkan kudanya
kepada seseorang tersebut ataupun sepuluh kw ntal
ber asnya.

Apabi | a sal ah satu dari bar ang- bar ang yang
di perjanjikan nusnah atau tidak dapat diserahkan, nmaka
peri katan mana suka itu nmenjadi suatu perikatan nurni dan
bersahaja. Jika kedua barang itu telah hilang dan si
ber hutang bersalah tentang hilangnya salah satu barang
tersebut, maka ia diwajibkan nenbayar harga barang yang
hi | ang pal i ng akhir.

Jika hak nem|ih ada pada si berpiutang, dan hanya
satu barang saja yang hilang, meka jika itu terjadi di

| uar kesal ahan si ber pi ut ang, Si ber pi utang harus
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nmendapat kan barang yang nmasih ada. Jika hilangnya sal ah
satu barang tadi karena kesal ahan si berpiutang, neka si
ber pi utang dapat nenuntut penyerahan barang yang nasih
ada atau harga barang yang telah hilang. Jika kedua
barang nusnah, maka si berpiutang (apabila hilangnya
kedua barang itu, atau hilang salah satu diantaranya
karena kesal ahan si berhutang) bol eh nmenuntut penyerahan

sal ah satu nmenurut pilihannya.

d. Perikatan tanggung nenanggung®°

Suatu perikatan yang di dal ammya terdapat banyak pi hak
secara bersama-sama sebagai pi hak  yang berhut ang,
ber hadapan dengan satu orang yang nenghutangkan, atau
sebal i knya. Beberapa orang sama-sama ber hak nmenagi h suatu
pi utang dari seseorang. Namun dem ki an peri katan senmacam
ini jarang sekali terjadi dal am praktek.

Dal am hal beberapa orang bersama-sama nenghadap
satu orang berpiutang atau penagi h hutang, nasing-nasing
dapat dituntut untuk menbayar hutang itu seluruhnya.
Tetapi jika sal ah satu nenbayar, naka penbayaran ini juga

menbebaskan senmua pihak yang berhutang. Itulah yang

%0 pi sebut juga sebagai Perikatan-perikatan Tanggung Renteng. Lih.
Ahmad M ru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan: Penjelasan Mkna Pasal
1233 sanpai 1456 BW (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009), hal .
49.
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di mmksudkan suatu perikatan tanggung nenanggung. Jadi,
jika dua orang (A dan B) secara tanggung-nenanggung
ber hutang Rp. 1.000.000,- kepada C, naka A dan B nasi ng-
masi ng dapat dituntut nmenbayar Rp. 1.000.000,-. Dari
sudut  si ber pi utang, perikatan senmacam ini sangat
menj am n piutangnya, karena jika satu orang tidak suka
atau tidak manpu nenbayar hutangnya, ia selalu dapat

mem nta penbayaran dari yang | ai nnya.

e. Perikatan yang dapat di bagi dan tidak dapat di bag
Suat u peri katan dapat atau tidak dapat dibagi adal ah
sekedar prestasinya dapat dibagi menurut 1 nbangan,
penbagi an mana ti dak bol en nengurangi hakekat prestasi.
Soal dapat atau tidak dapat dibaginya prestasi
terbawa ol eh sifat barang yang tersangkut di dalamya
t et api dapat di si mpul kan  dari maksudnya peri kat an
tersebut. Sebelum itu tergantung pula dari kehendak atau
maksud kedua belah pihak yang nenbuat perjanjian
tersebut. Persoalan tentang dapat atau tidaknya suatu
peri katan di bagi, barulah nmuncul, jika salah satu pihak
dalam perjanjian telah digantikan oleh beberapa orang
| ain. Biasanya terjadi karena neninggalnya satu pihak
yang mnenyebabkan ia digantikan dalam segala hak ol eh

sekalian ahli war i snya. Pada asasnya, jika tidak
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di perjanjikan lain antara pihak-pi hak yang senmula suatu
peri katan, tidak boleh dibagi-bagi, sebab si berpiutang
selalu berhak nenuntut pemenuhan perjanjian untuk
sepenuhnya dan tidak wusah nenerima suatu penbayaran

sebagi an dem sebagi an.

f. Perikatan dengan ancaman hukuman (straf bedi ng)

Suatu perikatan untuk nencegah jangan sanpai
ber hutang dengan nudah saja nelal ai kan kewaji bannya,
dal am praktek banyak di pakai perjanjian dimna si
ber hutang di kenakan suatu hukuman apabila 1a tidak
nel aksanakan kewaj i bannya. Hukuman i ni bi asanya
ditetapkan dalam suatu jumlah uvang tertentu yang
sebenar nya nerupakan suatu penbayaran kerugi an yang sej ak
semula sudah ditetapkan sendiri oleh para pihak yang
menbuat perjanjian itu.

Peri katan dengan ancanan hukuman harus di bedakan
dari  peri katan nanasuka, dimana si berhutang bol eh
mem | ih antara beberapa nacam prestasi. Dalam perikatan
dengan ancaman hukuman, hanya ada satu prestasi yang
harus dilakukan oleh si berhutang. Kalau ia |Ialai
menenuhi prestasi tersebut, barulah ia harus nmenmenuhi apa

yang telah ditetapkan sebagai hukuman. Hakim nemliki
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kekuasaan untuk neringankan hukuman, apabila sebagian

perjanjian tel ah di penuhi.*

2.1.5. Hapusnya Suatu Perikat an

Hapusnya suatu perikatan atau berakhirnya suatu
peri katan di sebutkan dalam pasal 1381 yang nenyebutkan
sepul uh cara hapusnya suatu perikatan®, yaitu karena

Penbayar an.

Penawar an penbayaran tunai diikuti dengan penyi npanan
atau penitipan.

Penmbahar uan hut ang.

Per j unpaan hut ang atau konpensasi .

Per canpur an hut ang.

Penbebasan hut ang.

Musnahnya barang yang terhut ang.

Kebat al an/ penbat al an.

Ber | akunya suatu syarat batal, yang diatur dalam bab
kesatu buku ini.

j. Lewatnya waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab
tersendiri.

oo

-/ -0DKQ " oo

2.2. Pengertian Perjanjian Secara Umun

Pengertian perjanjian secara unmum adalah suatu
peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang | ai nnya
atau dimana dua orang itu saling berjanji unt uk
nel aksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa itulah nmka

ti mbul suatu hubungan antara dua orang tersebut vyang

% Menurut Ps. 1309 berwenang nengurangi atau meringankan hukunan
apabi l a perjanjian telah sebagi an di penuhi (Subekti, 1998:12).

32 pPenj el asan dari cara-cara hapusnya perikatan dinuat dalam Ps.
1382 sanpai 1403. (Lih. Ahnmadi Mru dan Sakka Pati, 2009:110-126).
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di namakan peri kat an. Dal am  bent uknya, perjanjian
merupakan suatu rangkaian perkataan yang nengandung
janji-janji atau kesanggupan yang di ucapkan atau ditulis.

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata
over enkonst (Belanda) atau contract (Inggris). Ada dua
macam teori yang menbahas tentang pengertian perjanjian,
yakni teori |lama dan teori baru. Pasal 1313 KUH Perdata
menyebut kan: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan
mana satu pi hak atau |ebi h nengi katkan dirinya terhadap
satu orang atau | ebih”.3% Definisi perjanjian dalam pasal
I ni adal ah:

a. Tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut
perjanjian.

b. Tidak tanpak asas konsensual i sne.

c. Bersifat dualisne.

Tidak jelasnya definisi ini disebabkan didalam
runmusan tersebut hanya di sebutkan perbuatan saja,
sehi ngga yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan
perjanjian.3 Teori baru di kenukakan ol eh Van Dunne, yang
di arti kan dengan perjanji an, adal ah:

“suatu hubungan hukum antara dua pihak atau |ebih

berdasarkan kata sepakat untuk neninbul kan aki bat
hukum ”

%  Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Ps. 1313.
. htt p: // aaf andi a, wor dpr ess. com 2009/ 05/ 20. Si st emat i ka- kuh-
per dat a- dan- penbagi an- hukun- peri kat an.
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Teori tersebut tidak hanya nelihat persetujuan
semat a- mat a, t et api juga harus dilihat per buat an-
per buat an sebel umya atau yang nendahul uinya. Ada tiga
t ahap dal am nenbuat perjanjian, yaitu:

1) Tahap pracontractual, yaitu penawaran dan peneri maan.
2) Tahap contractual, yaitu persetujuan pernyataan
kehendak antara para pi hak.

3) Tahap post contractual, yaitu pel aksanaan perjanji an.

2.2.1. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian dalam Kanus Besar Bahasa
| ndonesi a adal ah persetujuan (tertulis atau |isan) yang
di buat oleh dua pihak atau |ebih, masi ng- masi ng
ber sepakat akan nenaat i apa Yyang tersebut dal am

persetujuan itu.3®

Menper hati kan  pengertian tersebut,
maka perjanjian sama hal nya dengan persetuj uan.

Menurut C. S. T. Kansil, perjanjian adalah nerupakan
suatu perbuatan dinmana seseorang atau beberapa orang

mengi katkan dirinya kepada seseorang atau beberapa

or ang. 3¢

¥ WJ.S. Poerwadarminta, Kanus Umnum Bahasa |ndonesia, (Jakarta:
Bal ai Pustaka, 1986), hal. 402.

¥ C. S T. Kansil, Pengantar Ilnmu Hukum dan Tata Hukum I ndonesi a,
Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 250.
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Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa
di mmna seorang berjanji kepada seorang lain atau dinmana
dua orang itu saling berjanji untuk nel aksanakan sesuatu
hal . 3

Berdasarkan KUH Perdata Pasal 1313, disebutkan
bahwa:

“Suatu perjanjian adal ah suatu perbuatan dengan nana

satu orang atau |ebih nengi katkan dirinya terhadap

satu orang lain atau | ebih”. 38

Hal t er sebut merupakan suatu peristiwa yang

meni mbul kan  hubungan hukum antara orang-orang yang

menbuat nya, yang di sebut peri kat an.

2.2.2. Hubungan Peri katan dan Perjanji an

Perjanjian nenerbitkan suatu perikatan antara dua
orang Yyang nenbuatnya. Dal am bent uknya, perjanjian
berupa suatu rangkai an perkataan yang nengandung janji -
janji atau kesanggupan yang di ucapkan atau ditulis.

Dengan dem ki an, hubungan antara perikatan dan
perjanjian adal ah bahwa perjanjian nenerbitkan perikatan.
Perj anj i an adal ah sunber perikatan, di sanpi ngnya sunber -
sunber lain. Suatu perjanjian juga di namakan persetuj uan,

karena dua pihak itu setuju untuk nel akukan sesuat u.

%" Subekti, Op. cit., hal. 1.
% Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Op.
cit., Ps. 1313.
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Perj anjian mer upakan sunber peri kat an yang
terpenting. Dari apa yang dijabarkan di atas dapat
di tegaskan bahwa perikatan adalah suatu pengertian
abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal konkret

atau suatu peristiwa.

2.2.3. Asas-asas Umum Hukum Perj anji an

Cal am nel akukan suat u hubungan hukum  suatu
perjanjian, diperlukan adanya suatu asas yang nendasari
dan nenj adi pedonman atau patokan serta nenj adi batas atau
ranbu dal am nengatur dan nenbentuk perjanjian yang akan
di buat hingga pada akhirnya nenjadi perikatan yang
berl aku  bagi para pi hak, yang dapat di paksakan
pel aksanaan atau penmenuhannya. Asas-asas umun hukum

perjanjian yang di atur dal am KUH Perdata sebagai beri kut:

a. Asas Personalia

Asas ini diatur dan dapat ditenukan dal am ket entuan
Pasal 1315 KUH Perdata yang berbunyi:

“Pada umumtmya tak seorang pun dapat nengi katkan diri

atas nama sendiri atau nemi nta ditetapkannya suatu
janji selain untuk dirinya sendiri”.*

¥ Subekti, Hukum Perjanjian, Cet. 17, (Jakarta: Intermasa, 1998),
hal . 3.
40 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Op.cit., Ps. 1315.

29

Analisa yuridis..., Yoseph Kadiaman, FH Ul, 2010



Dari runusan tersebut dapat diketahui bahwa pada
dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang
dal am kapasitasnya sebagai i ndi vi du, subyek  hukum
pri badi, hanya akan berlaku dan nengi kat untuk dirinya

sendiri.*

b. Asas Konsensualitas

Asas konsensualitas nenperlihatkan bahwa pada
dasarnya suatu perjanjian yang di buat secara |lisan antara
dua atau | ebih orang telah nengi kat, dan karenanya tel ah
mel ahi rkan kewaji ban bagi salah satu atau |ebi h pihak
dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang-orang
tersebut nencapai kesepakatan atau konsensus, neskipun
kesepakatan tersebut telah dicapai secara |isan senata-
mat a. I ni berarti pada prinsipnya perjanjian yang
nmengi kat dan berl aku sebagai perikatan bagi para pihak
yang berjanji tidak mener | ukan  formalitas, wal au
dem ki an, untuk nmenjaga kepentingan pihak debitur
di adakanl ah bent uk-bentuk formalitas, atau di persyaratkan
adanya suatu tindakan nyata tertentu.

Ket ent uan yang nengatur nengenai konsensualitas ini

dapat ditemui dalam rumusan Pasal 1320 KUH Perdat a,

4 Ml yadi dan Wdjaja, Op. cit., hal. 15.
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berupa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu

kesepakat an para pi hak yang mengi kat kan dirinya.

c. Asas Kebebasan Berkontrak

Seperti hal nya asas konsensualitas, asas kebebasan
ber kontrak terdapat dal am runmusan Pasal 1320 KUH Perdat a,
berupa sal ah satu syarat sahnya perjanjian yaitu karena
suatu sebab yang tidak terlarang.* Dengan asas kebebasan
berkontrak ini, para pihak yang nenbuat dan nengadakan
perjanjian diperbol ehkan untuk nenyusun dan nenbuat
kesepakat an atau perjanjian yang nel ahirkan kewaji ban apa
saj a, selama dan sepanjang prestasi yang waji b dilakukan
tersebut bukanl ah sesuatu yang terlarang. Ketentuan Pasa
1377 KUH Perdata yang nenyat akan bahwa:

“Suat u sebab adal ah terlarang, apabila dilarang ol eh

undang- undang, atau apabila berlawanan dengan

kesusi l aan bai k atau ketertiban ununi.*
d. Asas Kepercayaan

Asas kepercayaan nmerupakan nilai etis yang bersunber
pada noral kenanusiaan. Perjanjian yang dibuat harus

mem liki itikad baik dan berusaha nenegang janji untuk

“ Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Op. cit., Ps. 1320.
43 1 pid.
4 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Op. cit., Ps. 1377.
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menenuhi pr est asi yang di sepakati dal am perjanjian
tersebut.

Perjanjian vyang akan dibuat tanpa adanya suatu
kepercayaan diantara para pihak, perjanjian yang akan
di adakan tidak jadi. Dengan adanya kepercayaan satu sanma
lain, maka hal ini dapat dijadi kan sunber kekuatan

mengi kat bagi pel aksanaan perjanjian tersebut.

e. Asas Kekuat an Mengi kat

Teri katnya para pihak dalam suatu perjanjian tidak
terbatas pada apa yang diperjanjikan dalam perjanjian
tersebut. Para pihak juga terikat dengan norna-norma dan
aturan-aturan yang ada dalam masyarakat, seperti norma
agama, kesusilaan, norma hukum dan ketertiban unmum
Berkaitan dengan asas kepercayaan di at as, maka
keper cayaan di antara para pihak yang nel akukan perjanjian
dapat dijadi kan sebagali sunber pengi kat |ayaknya undang-

undang.

f. Asas Persanmman Hukurn

Asas ini nenenpatkan para pihak pada tingkatan dan
deraj at yang sana di depan hukum sebagai para pi hak yang
nmel akukan suatu perjanjian. Para pihak yang nelakukan

perjanjian berhak nendapat perlindungan di depan hukum
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terhadap segala bentuk kecurangan dan keal paan yang
di | akukan oleh pihak lain tanpa nemandang kekuasaan,

j abat an, ekonom , maupun hubungan kekel uar gaan.

g. Asas Kesei mbangan

Asas kesei nbangan nenghendaki kedua belah pihak
menenuhi dan nel aksanakan perjanjian tersebut. Satu pihak
(kreditur) mem | i Ki kekuat an unt uk menunt ut
di | aksanakannya prestasi, dan dinmngkinkan pula untuk
menunt ut pel unasan terhadap isi perjanjian dengan segal a
kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak
bergerak, baik yang sudah ada nmaupun yang akan ada di
kenmudi an hari. Hal tersebut nenjadi tanggungan untuk
segal a peri katan perseorangan sebagai suatu jam nan unmum
yang diberikan ol eh undang-undang.* Bersamman dengan
itu, kreditur pun nemkul beban untuk nel aksanakan
perjanjian tersebut dengan itikad baik. Disini dapat
dili hat bahwa kedudukan Kkreditur tersebut kuat nanmun
tidak boleh nelupakan kewajibannya untuk nelaksanakan
pr est asi sehingga kedudukan kredi tur dan debitur

sei nbang.

®1bid., Ps. 1131.
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h. Asas Kepastian Hukumn

Asas kepastian hukum dapat dijadi kan sebagai sarana
perlindungan bagi para pihak yang terikat dalam suatu
perjanjian. Suatu sanksi dapat di kenai kepada para pihak
yang ti dak nmel akukan pr est asi sebagai mana yang
di perjanjikan. Sanksi ini juga dapat diberikan wal aupun
tidak tercantum dal am klausula perjanjian. Berdasarkan
undang- undang, sanksi dapat dijatuhkan kepada pi hak yang
nel anggar prestasi sebagai bentuk jam nan Kkepastian

hukum

i . Asas Mora
Asas noral dapat dilihat dalam suatu perbuatan

sukarel a di mana seseorang yang nel akukan suatu perbuatan

sukarela (noral), nenpunyai kewaji ban (hukum)  untuk
mener uskan dan menyel esai kan per buat annya
(zaakwaar nemi ng) . 4 Fakt or - f akt or yang menber i kan

notivasi pada yang bersangkutan untuk melakukan suatu
perbuatan hukum tersebut didasarkan pada kesusilaan

(noral).

“1bid., Ps. 1339.
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j. Asas Kepat utan

Asas kepatutan dapat ditenukan pada Pasal 1339 KUH
Perdata sebagai suatu batasan atau tolok ukur suatu
hubungan hukum perjanjian nengenai isi dari perjanjian
tersebut. Asas kepatutan ini pada dasarnya dapat
di persanmakan dengan norma-norma yang ada dan hidup
sebagai pandangan bai k buruknya suatu perbuat an seseorang

dal am i nteraksi sosial di masyarakat.

k. Asas Kebi asaan

Asas kebi asaan dapat ditenukan pada pasal 1339 jo
Pasal 1347 KUH Perdata yang nengenukakan bahwa suatu
perjanjian tidak hanya nengi kat untuk hal -hal yang secara
tegas diatur, tetapi juga nengenai hal-hal yang dalam

keadaan dan kebi asaan | azimdiikuti.?*’

2.2.4. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Syar at -syarat sahnya perjanjian didalam Hukum
Eropa Kontinental diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata
atau Pasal 1365 Buku |V NBW (BW Baru) Bel anda. Pasal 1320
KUH Perdata untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan

enpat syarat, yaitu:

“"Darmabrata, Op. cit., hal. 37.
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a. Sepakat nereka yang nengi kat kan dirinya.
b. Kecakapan untuk nmenbuat suatu perikatan.
c. Suatu hal tertentu.

d. Suatu sebab yang hal al .

a. Sepakat nereka yang nengi kat kan dirinya

Sepakat disini di maksudkan bahwa kedua bel ah pihak
yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat atau setuju
nengenai hal - hal pokok dari perjanjian tersebut. Hal-ha
yang di kehendaki ol eh pihak yang satu, juga dikehendaki
ol eh pihak vyang |ainnya. Keduanya nenghendaki adanya
sesuatu yang sama secara tinbal balik.

Kesepakatan di atas harus diberikan secara bebas
tanpa adanya suatu paksaan (dwang), kekhilafan (dwaling),
atau peni puan (bedrog). Dalam pasal 1321 KUH Perdata
di sebut kan:

“Tidak ada sepakat yang sah apabila sepakat itu

di beri kan  karena kekhi | af an, atau di perol ehnya

dengan paksaan atau peni puan” .

Kenmudi an pada pasal 1322 KUH Perdata disebutkan
bahwa:

“Kehilafan tidak nengaki batkan batalnya suatu

persetujuan, selain apabila kekhilafan itu terjadi
mengenai haki kat barang pokok persetujuan”.*

®1bid., Ps. 1321.
4 | pid., Ps. 1322.
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Perlu adanya keterangan |ebih lanjut nengenai
paksaan, kekhilafan dan penipuan yang terjadi dalam
persetujuan sehingga nengaki batkan cacatnya perizinan
yang bebas dari orang-orang yang nengi katkan diri dal am
perjanjian tersebut, yaitu:

1) Paksaan
Menurut Pasal 1323 KUH Perdata, paksaan adal ah:

“Paksaan yang dil akukan terhadap orang yang nenbuat

suatu  persetuj uan, juga apabila paksaan ini
di | akukan ol eh seor ang pi hak keti ga, unt uk
kepent i ngan Si apa perset uj uan t er sebut tel ah
di buat ” . *°

Yang di maksud dengan paksaan adal ah paksaan rohani
atau paksaan jiwa (psychis), jadi bukan paksaan badan
(fisik), msalnya, ia akan dianiaya atau akan dibuka
rahasi anya apabila ia tidak nenyetujui suatu perjanjian.
Dem kian pula yang diancankan harus nengenai suatu
perbuatan yang nemang diizinkan oleh undang-undang,
m sal nya ancaman akan nenggugat yang bersangkutan di
depan haki m dengan penyitaan barang, itu tidak dapat

di kat akan sebagai suatu paksaan.

2) Kekhi | af an
Terjadi apabila salah satu pi hak khilaf tentang hal -

hal pokok dari apa yang di perjanjikan atau tentang sifat-

0 |bid., Ps. 1323.
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sifat yang penting dari barang yang nenjadi obyek
perjanjian (error in substantia), ataupun nengenai orang
dengan siapa perjanjian itu di adakan (error in
persona) . °!

Kekhilafan itu harus diketahui oleh pihak |awan,
atau paling sedi kit harus sedem ki an rupa sehi ngga pi hak
| awan nenget ahui bahwa i1 a berhadapan dengan seorang yang
berada dal am kekhi | af an. Adal ah tidak adil apabila pihak

lawan tidak tahu ataupun tidak nengetahui bahwa ia

ber hadapan dengan seorang yang berada dal am kekhi | af an.

3) Peni puan
Peni puan terjadi, apabila salah satu pihak dengan
sengaj a nenberi kan ket er angan- ket erangan pal su atau ti dak
benar disertai dengan tipu nuslihat untuk nenbuj uk pihak
| awannya nemberi kan peri zi nannya.
Perumusan nengenai peni puan dapat kita |ihat pada
pasal 1328 KUH Perdata, yaitu:
“Peni puan nerupakan suatu alasan wuntuk penbatal an
perjanjian, apabila tipu nuslihat, yang di pakai ol eh
salah satu pihak, adalah sedenm kian rupa hingga
terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah
menbuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu-

musl i hat tersebut. Penipuan tidak dipersangkakan,
tetapi harus di buktikan”. ®

* Subekti, Op. cit., hal. 135.
2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Op.
cit., Ps. 1328.
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Sedangkan nenurut vyurisprudensi, tidak cukup apabila
orang tersebut hanya nelakukan kebohongan nengetahu
sesuatu hal saja, paling sedikit harus ada suatu
rangkai an kebohongan atau suatu perbuatan yang di nanmakan

ti pu nuslihat. >

b. Kecakapan untuk nenbuat suatu perikatan

Hal ini terkait kecakapan atau kemanmpuan untuk
mel akukan perbuatan hukum Orang yang akan nengadakan
perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan berwenang
untuk  nmel akukan perbuatan hukum sebagai mana yang
di tent ukan ol eh wundang-undang. Pasal 1329 KUH Perdata
di sebut kan bahwa:

“Setiap orang adal ah cakap untuk nenbuat perikatan-

peri katan kecuali jika oleh wundang-undang tidak

di nyat akan tak cakap”.>*

Orang yang dinyatakan tidak cakap nenurut Undang-

undang dapat dilihat pada pasal 1330 KUH Perdata, yang

menyebut kan bahwa:

“Ti dak cakap untuk nenbuat suatu perjanjian adal ah:

1) Orang-orang yang bel um dewasa.
2) Mereka yang ditaruh di bawah penganpuan.

%  Subekti, Op. cit., hal. 24
® Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Op.
cit., Ps. 1329.
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3) Orang-orang perenpuan, dal am hal -hal yang ditetapkan
ol eh undang-undang, dan pada ununmmya senua orang
kepada siapa undang-undang telah nelarang nmenbuat
perjanjian-perjanjian tertentu”.>
Menurut si stem Hukum Perdata Barat, orang yang sudah
dewasa dengan ukuran umur 21 tahun ke atas dan atau sudah
kawi n. Orang yang tidak berumur, dan isteri (Pasal 1330
KUH Perdata), tetapi isteri dapat nelakukan perbuatan

hukum yang di atur dal am pasal 31 UU Nonor 1 tahun 1974 jo

SEMA No. Tahun 1963.

c. Mengenai hal tertentu

Dal am berbagai literatur disebutkan bahwa yang
nmenj adi obj ek perjanjian adal ah prest asi ( pokok
perjanjian). Prestasi adalah apa yang nenjadi kewajiban
debi tur dan apa yang nenjadi hak kreditur. Prestasi ini
terdiri dari perbuatan positif dan negatif. Prestasi
terdiri atas: nenberikan sesuatu, Dberbuat sesuatu, dan

ti dak berbuat sesuatu (pasal 1234 KUH Perdata).

Dal am pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan
pengertian causa yang halal (orzaak). Dalam pasal 1337
KUH Perdata hanya di sebut kan causa yang terl arang. Suatu
sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan

undang- undang, kesusilaan, dan ketertiban umum

® |bid., Ps. 1330.
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d. Suatu sebab yang hal al (geoor!| oof de oorzaak)

Menurut pasal 1335 KUH Perdat a,

“suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah

di buat karena sesuatu sebab yang palsu atau

terlarang, tidak nempunyai kekuatan”.>®

Dari apa yang diterangkan di atas, |elaslah bahwa
praktis hanpir tidak ada perjanjian yang tidak menpunyai
sebab. Suatu sebab yang palsu terdapat, jika suatu
perjanjian di buat dengan pura-pura, untuk nenyenbunyi kan

sebab sebenarnya yang tidak di pebol ehkan.

2.2.5. Saat Terjadinya Perjanjian

Pada dasar nya perjanjian | ahir pada deti k
tercapai nya kesepakatan antara para pihak nengenai hal -

hal pokok dari apa yang nenj adi obyek perjanjian.

Ter dapat beberapa teori terjadinya perjanjian
ber dasar kan kesepakat an, yai tu saat terj adi nya
persesuai an antara pernyataan dan kehendak antara
kredi tur dan debitur, yaitu:

a. Teori Ucapan (ultingsheorie), kesepakat an

(toestem ng) terjadi pada saat pihak yang nenerinma

penawar an itu nenyatakan bahwa ia nmeneri ma penawar an
itu.

% 1bid., Ps. 1335.
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b. Teori Pengi ri man (ver zendt heori e), kesepakat an
terj adi apabila pihak yang nenerinma penawaran
mengi ri nkan tel egram

c. Teori Pengetahuan (vernem ngstheorie), kesepakatan
terjadi apabila pihak yang nenawar kan itu nmenget ahui
adanya acceptatie, tetapi penerinman itu belum
diterimanya (tidak di ketahui secara | angsung).

d. Teori Peneri maan  (ontvangst heorie), kesepakat an
terjadi saat pi hak yang nenawar kan nenerim | angsung
| awaban dari pi hak | awan.

Saat terjadinya persesuaian antara pernyataan dan
kehendak antara kreditur dan debitur, adakalanya tidak
ada persesuai an. Mengenai ketidaksesuaian ini ada tiga

teori yang nenj awab, yaitu:

1) Teori Kehendak (w |stheorie), bahwa perjanjian itu
terjadi apabila ada persesuaian antara kehendak dan
per nyat aan, kal au tidak maka perjanjian tidak jadi.

2) Teori Pernyataan (verkl ari ngst heorie), kehendak
nmer upakan proses batiniah yang tidak di ketahui orang
I ai n. Akan tetapi yang nenyebabkan terjadi nya
perj anjian adal ah pernyataan. Jika terjadi perbedaan
ant ara kehendak dan pernyataan naka perjanjian tetap
terjadi.

3) Teori Kepercayaan (vertouwenstheorie), tidak setiap
per nyat aan neni nbul kan perjanjian, tetapi pernyataan
yang neni nbul kan kepercayaan saja yang neni nbul kabn
perjanji an.

Ada tiga alternatif penecahan dari kesulitan yang

di hadapi ketiga teori di atas sebagai berikut:

1) Cengan tetap nenpertahankan Teori Kehendak yang

nmenganggap perjanjian terjadi jika tidak terjadi

42

Analisa yuridis..., Yoseph Kadiaman, FH Ul, 2010



per sesuai an, penecahannya: pihak |awan nendapat
ganti rugi, karena pihak | awan nenghar apkannya.

2) Cengan tetap nenpertahankan Teori Kehendak, hanya
pel aksanaannya kurang ketat, yaitu dengan nenganggap
kehendak itu ada.

3) Penyel esai annya dengan neli hat pada perjanjian baku
(standart contract), yaitu suatu perjanjian yang
di dasar kan kepada ket ent uan umum  di dal ammya.

Bi asanya dal am bentuk formulir.

2.2.6. Unsur-unsur Perjanjian

Unsur-unsur dalam perjanjian dapat di kel onpokkan
sebagai beri kut:
a. Unsur essensiali a.
b. Unsur naturali a.

c. Unsur accidentalia.®’

Essensialia adalah wunsur perjanjian yang selalu
harus ada di dalam isi suatu perjanjian, atau unsur
mut | ak, dimana tanpa adanya unsur tersebut, perjanjian
tidak mungkin ada. Sedangkan naturalia nerupakan unsur
perjanjian yang diatur oleh undang-undang, tetapi oleh

yang para pihak dapat di singkirkan atau diganti.

 |bid., hal. 57.
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Acci dentalia adalah wunsur perjanjian yang ditanbahkan
ol eh para pihak. Undang-undang sendiri tidak nengatur

mengenai hal tersebut.>®

2.2.7. Perjanjian dan Aki bat Hukummya Bagi Para Pi hak

Perjanjian nengi kat para pihak dalam arti bahwa hak
dan kewaji ban yang tinmbul dari padanya hanyal ah untuk para
pi hak tersebut, sebagai mnana di sebutkan dalam Pasal 1315
KUH Per dat a,

"Pada umummya tak seorangpun dapat nengi katkan diri

atas nama sendiri atau menm nta ditetapkannya suatu

janji dari pada untuk dirinya sendiri”.>

Sesudah perjanjian terbentuk, tinbul konsekuensi

bagi para pi hak yang sudah bersepakat. Menurut J. Satrio

aki bat perjanjian adal ah: ®°

a. Perjanjian nengi kat para pi hak sebagai undang-undang

Pasal 1338 KUH Perdata ditegaskan bahwa *“senua

perjanjian yang di buat secara sah berl aku sebagai undang-

61

undang bagi nereka yang nenbuatnya”. Artinya adal ah

% 1bid., hal. 58.

% Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Op. cit., Ps. 1315.
€ satrio, Op. cit., hal. 357.

® Ki tab Undang-undang Hukum Perdata. Op. cit., Ps. 1338.
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“perjanjian mengi kat para pi hak yang nmenutupnya, seperti
undang- undang, juga nengi kat orang terhadap siapa undang-
undang berlaku”.% Dapat disinmpul kan bahwa perjanjian
bersifat nmemaksa para pihak untuk nmenenuhi prestasi

sebagai mana tel ah di sepakati .

b. Asas “Janji itu nmengi kat”

Pasal 1338 KUH Perdata tersinpul asas  hukum
perjanjian yaitu nengikat para pihak nmeni nbul kan
kewaj i ban yang harus dipenuhi atas suatu prestasi yang
di perjanji kan dan pada dasarnya para pihak tidak dapat
menarik diri dari perjanjian tanpa persetujuan pihak

| ai nnya.

c. Asas kebebasan berkontrak

Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUH Perdata, orang bebas
untuk  nmenutup  kontr ak, dan rnengat ur sendiri I Si
perjanjian yang akan mengi kat pi hak- pi hak yang
menbuat nya. Akan tetapi, asas kebebasan Dberkontrak
tersebut dibatasi oleh Pasal 1337 KUH Perdata yang
nmenegaskan bahwa “Perjanjian tidak boleh bertentangan

dengan kesusilaan, ketertiban umum dan undang-undang”. 3

62 satrio. Op. cit., hal. 358.
% Ki tab Undang- Undang Hukum Perdata, Op. cit., Ps. 1337.
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Apabila isi perjanjian bertentangan dengan Pasal 1337 KUH

Perdata tersebut, perjanjian dinyatakan batal dem hukum
d. Perjanjian tidak dapat di batal kan secara sepi hak

Para pihak tidak dapat nenarik diri dari akibat-
aki bat perjanjian yang dibuatnya secara sepihak, tanpa
kesepakatan pihak |ainnya.® Akan tetapi undang-undang
menberi kan pengecualian terhadap perjanjian-perjanjian
tertentu aki bat hukum yang tinbul berlangsung |anma untuk
jangka waktu yang |ama, seperti perjanjian sewa-nenyewa

yang j angka waktunya tidak tertentu.

6 satrio, Op. cit, hal. 361.
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BAB | ||

PERJANJI AN KERJA

3.1. Perjanjian Kerja Pada Urumya
3.1.1. Pengertian Perjanjian Kerja

Perj anjian kerjalperjanjian perburuhan sebagai mana
tertera pada Pasal 160l1a KUH Perdata adalah sebagai
beri kut: ”Perjanjian perburuhan adal ah perjanjian dengan
mana pi hak yang satu, si buruh, nengi katkan dirinya untuk
di bawah perintah pihak yang lain, si majikan, untuk
sesuatu waktu tertentu, mel akukan pekerjaan dengan
meneri ma upah”. %°

Perjanjian kerja nmenurut | mam Soepono adal ah: " Suatu
perjanjian di mana pihak kesatu, pekerjal/buruh, nengikat
diri untuk bekerja dengan nenerima upah pada pihak
| ai nnya, ngjikan, yang nengi katkan diri untuk nengerj akan
pekerj a/ buruh dengan menbayar upah”.®®

Perj anjian kerja nmenurut Subekti adal ah: ”"Perjanjian

antara seorang  “buruh” dengan seorang “nmjikan”

®Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Op. cit., Ps. 160la.
6 Soeponp, Op. cit., hal. 56.
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perjanjian mana ditandai oleh ciri-ciri: adanya suatu
upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya
suat u “hubungan di per at as’ (bahasa Bel anda
“di enstver houdi ng”) yaitu suatu hubungan berdasarkan nana
pi hak yang satu (mjikan) berhak nenberikan perintah-
perintah yang harus ditaati ol eh pi hak yang lain”.°’

Pada Pasal 1 angka 14 UU Nonor 13 Tahun 2003 tentang
Ket enagakerjaan tertera bahwa “perjanjian Kkerja adalah
perjanjian antara pekerjal/buruh dengan pengusaha atau
penberi kerja yang nenuat syrarat-syarat kerja, hak, dan
kewaj i ban para pi hak”. %8

Ber dasar kan pengertian-pengertian tentang perjanjian
kerja di atas, dapat disinmpulkan bahwa perjanjian kerja
mengi kat kedua bel ah pi hak. Pi hak pertama (Pekerja/buruh)
mengi kat kan diri nya untuk bekerja dan nmenmpunyai hak untuk
meneri ma upah, sebaliknya pihak nmajikan nengi katkan
diri nya untuk mnenperkerjakan pekerja serta berkewaji ban

unt uk nmenbayar upah.

3.1.2. Unsur-unsur Perjanjian Kerja
Ket entuan tentang syarat sahnya perjanjian terdapat

pada Pasal 1320 KUH Perdata. M G Rood dan |nmam Soepono

 Subekti, Aneka Perjanjian, Cet. X, (Bandung: Citra Aditya
Bakti, 1995), hal. 58.
% Undang- undang Ket enagakerjaan, Op. cit., Ps. 1.
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mengenukakan nengenai enpat unsur perjanjian Kkerja®,
yai t u:
a. Mel akukan pekerjaan tertentu
D dal am suatu perjanjian kerja harus terdapat suatu
pekerjaan yang diperjanjikan dan di karenakan sendiri
ol eh pekerja yang nenbuat perjanjian kerja tersebut.
b. D bawah perintah
Dal am nel akukan suatu pekerjaan pekerja/buruh harus
tunduk pada perintah pihak penberi kerja. Prinsip
dari unsur ini adalah suatu kewajiban yang harus
di l akukan ol eh pekerjal/buruh serta kebermanfaatan
bagi pengusaha atau penberi kerja, dan sesuai dengan
apa yang dinuat dalamisi perjanjian kerja.
c. Waktu tertentu
Dal am nel akukan hubungan kerja tersebut, haruslah
di | akukan sesuai dengan waktu yang tel ah ditetapkan
dal am perj anjian kerj a.
d. Dengan upah
Seseorang bekerja, dalam nel aksanakan suatu pekerjaan
bertuj uan untuk nendapatkan upah atau penbayaran. Unsur
i ni  menpunyai peranan yang penting dal am perjanjian kerja

kar ena neski pun ketiga unsur telah terpenuhi, akan tetap

® Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, Cet. 1, (Jakarta:
Raj aGr afi ndo Persada, 1995), hal. 33-35.
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karena unsur keenpat tidak terpenuhi, naka hubungan
tersebut bukan nerupakan inplenentasi dari pelaksanaan

suatu perjanjian kerja.

3.1.3. Hak dan Kewaji ban Para Pi hak

Setiap perjanjian akan nmeni mbul kan hak dan kewaj i ban
diantara para pihak yang nengi katkan diri dal am
perjanjian tersebut, begitu pula dalam perjanjian kerja
t erdapat hak dan kewaji ban pekerja dengan pengusaha atau
pemberi kerja. Dal am mel aksanakan hubungan industrial, ™
pengusaha dan pekerja nmenpunyai fungsi nasing-masing,
yaitu: Pekerja berfungsi nenjalankan pekerjaan sesuai
dengan kewaj i bannya, nenjaga keterti ban dem kel angsungan
pr oduksi , nenyal ur kan aspi rasi secara denokrati s,
mengenbangkan keteranpilan dan keahliannya serta ikut
menmgj ukan perusahaan dan nenperjuangkan kesej ahteraan
angot a beserta kel uar ganya. " Sedangkan pengusaha

berfungsi nenciptakan kem traan, nengenbangkan usaha,

© Djumadi, Op. cit., hal. 27-33.

™ Hubungan industrial adal ah suatu sistem hubungan yang terbentuk
antara para pelaku dal am proses produksi barang dan/atau jasa yang
terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan penerintah yang
di dasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara
Republ i k I ndonesia Tahun 1945. Lihat Undang-undang Ketenagakerj aan,
. cit., Ps. 1.

?1bid., Ps. 102.
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menperl uas | apangan kerja dan nenberikan kesejahteraan
pekerja secara terbuka denokratis dan berkeadil an’.

Dari runmusan tersebut di atas, dapat disinpulkan
bahwa pekerja dan pengusaha nerupakan mtra kerja yang
sal i ng menbut uhkan untuk nencapai tujuan bersanma terutana
ekonom dan kesej aht er aan. Unt uk nencapai t uj uan
tersebut, masing-masi ng pi hak bertanggung jawab terhadap
kewaj i ban sebagai mana di sepakati dal am perjanjian kerj a.
Secara garis besar kewajiban pekerja dan pengusaha atau
penberi kerja adal ah sebagai beri kut:

a. Kewajiban Pekerja

Pekerja berkewajiban nelakukan pekerjaan nenurut
pet unj uk/ perintah dari perusahaan atau penberi kerja yang
menpunyai hak at as pel aksanaan pekerj aan yang
di perjanji kan sesuai dengan kesepakatan pada perjanjian
kerja. Kewajiban tersebut dapat di bagi nenjadi kewaji ban-
kewaj i ban sebagai beri kut:

1) Mel akukan pekerjaan, terutama pekerjaan yang tel ah
di tetapkan dalam perjanjian kerja. Pasal 1603 KUH
Perdata nenyatakan bahwa “buruh wajib nelakukan
pekerjaan yang telah diperjanjikan”.’ Pengusaha

berhak untuk tidak nenbayar apabila pekerja tidak

3 | bi d.
™ Ki tab Undang- Undang Hukum Perdata, Op. cit., Ps. 1603.
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2)

3)

nmel akukan pekerjaan, sebagai mana di sebutkan dal am
Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan
Nonor 13 Tahun 2003 yang nenyatakan bahwa *“upah
ti dak di bayar apabila pekerja/buruh tidak nelakukan
pekerjaan”. "
Mengi kuti peraturan, sebagai akibat dari perjanjian
kerja, pekerja wajib nentaati segala aturan dari
pengusaha/ penberi kerja tentang hal mel akukan
pekerjaannya. Hal tersebut ditegaskan dal am Pasal
1603b KUH Perdata yang nenyatakan: "Buruh wajib
mentaati aturan tentang hal nel akukan pekerjaan dan
anturan yang ditujukan pada perbaikan tata tertib
dal am perusahaan maji kan yang diberikan kepadanya
ol eh atau atas nama mgji kan dal am bat as-batas antara
per undang- undangan atau perjanjian atau peraturan
maj i kan, atau bila itu tidak ada, kebiasaan”.’®
Menmbayar ganti-rugi dan denda adal ah kewajiban
pekerj a at as ker ugi an yang ti mbul kar ena
per buat annya, pada ununnya terbatas pada kerugian
yang terjadi karena perbuatannya yang di sengaja atau

7

karena kel al ai annya.’’ Mengenai kewajiban menbayar

" Undang- Undang Ket enagakerjaan, Op. cit., Ps. 93.
" Ibid., Ps. 1603b
" R Subekti, Op. cit., hal. 104.
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ganti rugi pekerja kepada penberi kerja diatur dalam
pasal 1601w KUH Perdata yang nenyat akan bahwa:
“Jika salah satu pihak dengan sengaja atau
karena kesal ahannya berbuat berlawanan dengan
salah satu kewajibannya dan Kkerugian yang
karenanya diderita oleh pihak |awan, tidak
dapat dinilai dengan wuang, pengadilan akan
nmenet apkan swuatu jum ah uang nenurut Kkeadil an
sebagai ganti rugi.”"®
Pasal 95 ayat (1) Undang- Undang Nonor 13 Tahun 2003
nmenegaskan bahwa:
“pel anggar an yang dil akukan ol eh pekerja/ buruh
karena kesengajaan atau kelal aiannya dapat
di kenakan denda”.’®
b. Kewaji ban pengusaha atau penberi kerja
Kewaj i ban utama pengusaha atau penberi kerja
terhadap pekerja/buruh adalah nenberi upah atau gaji
sesual dengan perjanjian kerja dan peraturan perundang-
undangan tentang ket enagakerjaan, terutama batas m ni nal
upah pekerja,®® kewajiban |ain pengusaha atau penber

kerja adal ah:

1) Kewaji ban untuk nenberikan istirahat

8 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Op. cit., Ps. 1601w.

® Undang- Undang Ket enagakerjaan, Op. cit., Ps. 93.

8 pi kenal dengan Upah M ni mum Regional (UWR), vyang diberl akukan
dal am kawasan/daerah teritorial tertentu sesuai aturan Penerintah
Daerah (Penda tingkat 1) setenpat. Oeh karena itu besaran UWR
masi ng- masi ng kawasan/ daerah akan berbeda. Sudah sel ayaknya setiap
maj i kan menyesuai kan upah terendah pekerjanya sesuai aturan UM
resm.
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Pengusaha diwajibkan untuk nmengatur waktu
pekerja sedem ki an rupa sehingga di satu pi hak, hak cuti
atau istirahat bisa diberikan secara teratur dan di pihak
| ai n, jalannya produksi suatu perusahaan tidak terganggu.
Undang- undang nenbatasi waktu kerja untuk pekerja sel am
7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (enpat puluh) jam 1
(satu) mnggu atau 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40
(enmpat puluh jam) 1 (satu) minggu wuntuk 5 (lima) hari
kerja dalam 1 (satu) m nggu. ®  Pengusaha yang
menpeker j akan pekerja nel ebi hi waktu kerja sesuai
ket entuan harus nendapat persetujuan dari pekerja dan
waj I b nenbayar upah |enbur. Kelebihan waktu kerja hanya
dapat dil akukan paling lama 3 (tiga) jam dalam 1 (satu)

hari dan 14 (enpat bel as janm) dalam 1 (satu) minggu. %

D sanpi ng waktu kerja, pengusaha wajib nenyedi akan
waktu istirahat antara jam Kkerja, sekurang-kurangnya
setengah jam setel ah bekerja selama 4 (enpat) jam terus
nmenerus, waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam
kerja, istirahat mngguan 1 (satu) mnggu atau 2 (dua)
hari untuk 5 (lima) hari Kkerja dalam 1 (satu) m nggu,

cuti tahunan sekurang-kurangnya 12 (duabel as) hari kerja

8 Undang- Undang Ket enagakerjaan, Qp. cit., Ps. 77.
¥ lbid., hal. 78.
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set el ah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12
(duabel as) bulan secara terus-nenerus dan istirahat
panj ang sekur ang- kurangnya 2 (dua) bul an dan dil aksanakan
pada tahun ketujuh dan kedel apan masing-masing 1 (satu)
bul an bagi pekerja/buruh yang telah bekerja selam 6
(enan) tahun.® Selain hal tersebut di atas, pengusaha
atau penberi kerja wajib nenberikan kesenpatan yang
secukupnya kepada pekerja untuk nel aksanakan ibadah yang

di waj i bkan ol eh agananya.

2) Kewaj i ban nengurus perawatan dan pengobatan

Kewaj i ban I ni nmencakup per | indungan t er hadap
kesel amat an pekerja guna nmewuj udkan produktivitas kerja
yang optimal dengan cara pengobatan, perawatan dan
pengaturan tenpat kerja sehingga nenenuhi st andar
kesehat an kerja. Pasal 86 Undang-Undang Nonor 13 Tahun
2003 tentang Ket enagakerjaan newaji bkan setiap perusahaan
untuk nenerapkan sistem nanaj enen kesel amatan dan
kesehat an kerja yang terintegrasi dengan sistem nanaj enen

per usahaan.

8 1bid., Ps. 79.
8 1bid., Ps. 80.
& 1bid., Ps. 86
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3) Kewaji ban nenberi surat keterangan

Kewaj i ban | ain seorang pengusaha atau penberi Kkerja
adal ah nenberi kan surat keterangan. Apabila pekerja
nmenghendaki, pengusahal/ penberi kerja wajib nenberikan
surat keterangan pada saat hubungan kerja berakhir. Dal am
surat keterangan tersebut haruslah berisi tentang sifat
pekerjaan yang dil akukan, |amanya hubungan kerja antara
pekerja dengan pengusaha. Ketentuan tentang kewaji ban
nmenberi surat keterangan terdapat pada pasal 1602z KUH

Per dat a. °

4) Kewaj i ban nenberi kan perlakuan yang sama terhadap
pekerja tanpa nenbedakan jenis kelamn, suku, ras,
agama, warna kulit dan aliran politik®
Ter hadap kondi si - kondi si tertentu seperti

rekrufaier. D umadi berpendapat bahwa pengusaha bol eh

memlih calon pekerja, Jjika tujuan tersebut wuntuk
menberi kan perlindungan terhadap harkat dan martabat

wani t a. 88

8 Abdul Rachmat Budi ono, Hukum Perburuhan di |ndonesia, Cet. 1,
(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), hal. 71.

8 Undang- Undang Ket enagakerjaan, Qp. cit., penjelasan Ps. 6.

® Djumadi, Op. cit., hal. 43.
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5) Kewaj i ban nmenbayar upah

Mengenai upah harus ditetapkan dalam perjanjian
kerja, neliputi jum ah, bentuk (berupa uang, barang dan
jasa), perhitungan (sejak saat pekerja nulai bekerja
sanpai saat berakhirnya hubungan kerja), penbayaran upah
tepat waktu sesuai perjanjian dan sistem pengupahan tidak

bol eh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. %

6) Kewaj i ban untuk nenmbuat peraturan perusahaan

Apabi | a nenper kerj akan pekerj a/ buruh  sekurang-
kurangnya 10 (sepuluh) pekerja, pengusaha wajib untuk
menbuat peraturan perusahaan yang berlaku setel ah
di sahkan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.® Pengusaha
juga waji b nenberitahukan, nenjelaskan isi serta naskah
per at ur an per usahaan maupun per ubahannya kepada
pekerja.% Apabila pengusaha menpekerjakan 50 (linmm
pul uh) pekerja atau Iebih, wajib nmenbentuk |[|enbaga

kerjasama bipatrit. %

®1bid., Ps. 90.
% 1bid., Ps. 108.
1bid., Ps. 115.
Lenbaga kerjasama bipatrit adalah forum komrunikasi dan
konsul t asi mengenai hal - hal yang berkaitan dengan hubungan
i ndustrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha
dan serikat pekerjal/buruh yang sudah tercatat di instansi yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur penerintabh.
Lih. Ibid., Ps. 106.
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7) Kewaj i ban | ai nnya

Selain kewajiban tersebut di atas, pengusaha atau

penmberi kerja wajib untuk:

a)

b)

Menmberikan janminan sosial tenaga kerja,® dan
menyedi akan fasilitas kesejahteraan.® Fasilitas
tersebut bersifat relatif, tergantung kebutuhan dan
kemanpuan perusahaan yang diatur |ebih |anjut dengan
per at uran peneri nt ah.

Menbayar ganti kerugi an kepada pekerja apabil a dengan
sengaj a ataupun | alai menbayar hak upah pekerja.®
Menberi upah penuh® dan waktu istirahat kepada
pekerj a per empuan sel ama 1,5 bul an sebel um
mel ahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah nel ahirkan
atau sesuai dengan perhitungan dokter kandungan atau
bi dan. Untuk pekerjal/buruh yang nengal am keguguran
kandungan, pengusaha wajib nenberi waktu istirahat
selama 1,5 bulan atau sesuai dengan surat keterangan
dokter kandungan atau bidan.®" Selain hal itu
pengusaha dapat nenberikan istirahat pada hari

pertama dan kedua kepada pekerja perenpuan yang

*Ibid., Ps. 99.
*Ibid., Ps. 100.
% Undang- Undang Ket enagakerjaan, Op. cit., Ps. 95.

% 1bid., Ps. 84.
“1bid., Ps. 82.
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dal am masa haid nerasakan sakit dan nenberitahukan
hal tersebut kepada pengusaha. ®

d) Menberikan t anggapan positif apabi | a seri kat
pekerj a/ buruh di perusahaan nenghendaki perundi ngan
penbuat an perjanjian kerja bersama. %
Pada dasarnya hak pekerjal/buruh terdapat pada
kewaj i ban penberi kerja, dem kian pula hak penberi
kerja t er dapat pada kewaj i ban yang har us
di | aksanakan pekerja sesuai dengan perjanjian kerja.
Pekerj a/ bur uh menpunyai hak lain yang bukan
kewaj i ban pengusaha yaitu hak untuk menbentuk dan

menj adi  anggot a or gani sasi pengusaha. '

3.1.4. Jenis-jenis Perjanjian Kerja

Ber dasarkan jangka waktu (senmentara atau terus
nmenerus) dan jenis suatu pekerjaan (berul ang-ulang atau
sel esainya suatu pekerjaan tertentu), hubungan kerja
dapat di buat dalam suatu perjanjian kerja untuk waktu
tertentu (PKW) ataupun perjanjian Kkerja untuk waktu
tidak tertentu (PKWT). Adapun jenis-jenis perjanjian

kerja terbagi sebagai berikut:

% 1bid., Ps. 81.
“1bid., Ps. 111.
10 pid., Ps. 105.
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a. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Pasal 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transm grasi (Kepnenakertrans) Nonor Kep. 100/ MEN VI /2004
tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Wktu
Tertentu, yang di maksud dengan perjanjian PKW tersebut
adal ah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dan
pengusaha untuk nengadakan hubungan kerja dalam waktu
tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Perjanjian kerja
waktu tertentu harus dibuat secara tertulis dan dal am
bahasa |ndonesia. Jika persyaratan ini tidak dipenuhi,
perjanjian kerja waktu tertentu ini akan dinyatakan
sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu. %
Adapun unsur-unsur perjanjian Kkerja untuk waktu

tertentu adal ah sebagai berikut:

1) Jangka waktunya tertentu atau terbatas.

2) Jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan ol eh

pekerjal/buruh adalah tertentu sifatnya, jenis dan

kegi at annya sel esai dalam jangka waktu tertentu.

Pekerjaan jenis ini adalah pekerjaan vyang sekal

sel esai atau sementara sifatnya, %% yaitu

i Pekerjaan yang di perkirakan untuk waktu yang tidak

| ama akan sel esai di kerj akan.

%1 Undang- Undang Ket enagakerjaan, UU No. 13 Tahun 2003, Ps. 57.
%2 1 bid., Ps. 59 ayat 1.
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ii. Pekerjaan yang sifatnya nusinman atau berul ang
kenbal i .

iii. Pekerjaan yang bukan nerupakan kegi atan pokok dari
suatu perusahaan atau hanya nerupakan pekerjaan
penunj ang at au t anbahan.

iv. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru,
atau kegiatan baru atau tanbahan yang dal am

per cobaan at au penj aj akan.

b. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu

Menurut  Pasal 1 angka 2 Kepnenakertrans Nonor
100/ MEN VI / 2004, Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu
(PKWIT) adal ah perjanjian kerja antara pekerjal/buruh dan
pengusaha untuk nengadakan hubungan kerja yang bersifat
tetap. Perjanjian Kkerja waktu tidak tertentu dapat
nmenper syar at kan nasa percobaan selama tiga bul an. Sel ama
masa percobaan tersebut pengusaha dilarang nenbayarkan
upah m ni num yang ber | aku. '°® Perjanjian kerja waktu tidak
tertentu tidak nenpunyai jangka waktu tertentu, artinya
ber| angsung selana atau sanpai para pi hak nengakhirinya
dengan al asan-al asan tertentu. Perjanjian kerja berakhir

apabi | a: 194

1% 1 pid., Ps. 60.
4 1 pid., Ps. 61
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1) Pekerja neninggal dunia

2) Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau
penet apan | enbaga penyel esai an perselisihan hubungan
i ndustrial yang tel ah nmenmpunyai kekuatan hukum t et ap;
at au

3) Adanya keadaan at au kej adi an tertentu yang
di cant unkan dal am perjanjian kerj a, per at ur an
perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat
menyebabkan ber akhi r nya hubungan kerj a/ hubungan

i ndustri al .

c. Perjanjian Kerja Batas Mksi mun
Yai tu perjanjian kerj a di per usahaan yang
mencant unkan dengan jelas nengenai batas maksi num usia

pensi un.

d. Perjanjian Kerja Harian Lepas

Yaitu suatu perjanjian dinmana didal anmya beri sikan
nmengenai pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah
dal am hal waktu dan volume pekerjaan serta upah

di dasarkan pada kehadiran. 1%

Perjanjian kerja harian
| epas harus nenenuhi ket entuan bahwa pekerja/buruh

bekerja kurang dari 21 hari dalam 1 (satu) bulan.

% pasal 9 Kep. 100/ MEN VI / 04.
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Sebagai nana tercantum pada Pasal 10 ayat 2 dan ayat 3
Kep. 100/ MEN VI / 2004 nengenai pekerjal/ buruh yang bekerja
selama 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3
(tiga) bulan berturut-turut atau |ebih, maka perjanjian
kerja harian | epas berubah nenjadi perjanjian kerja waktu
tidak tertentu. Pada unumya jangka waktu perjanjian
kerja harian |epas tidak dibatasi oleh hanya satu kal
per panj angan dan atau satu kali penbaruan sebagai mana
perjanjian kerja waktu tertentu pada umumya.

Bi asanya pekerjaan dil akukan ol eh pekerjalburuh,
harus dil akukan dalam waktu tertentu, sesuai dengan
kesepakatan para pihak, peraturan perundang-undsangan
yang berl aku, ketertiban umum atau kebi asaan set enpat . 1

Ber dasar kan jangka waktunya perjanjian kerja dapat
di bagi dalam dua nmacam yaitu perjanjian kerja waktu
tertentu dan untuk waktu tidak tertentu.

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu harus dibuat
secara tertulis dan didasarkan pada jangka waktu atau

sel esai nya suatu pekerjaan tertentu. !’

Perjanjian kerja
untuk waktu tertentu, akan di bahas di bagian tersendiri.
Perjanjian kerja waktu tidak tertentu adalah

perjanjian kerja yang dil akukan untuk jangka waktu tidak

% O umadi, Op. cit., hal. 35.
97 Undang- undang Ket enagakerjaan, Op. cit., Ps. 56.
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tertentu, dilakukan secara terus nenerus, tidak terputus-
putus, tidak dibatasi waktu dan nerupakan bagian dari
proses produksi. Mksudnya adalah berlangsung terus
nmener us sanpai adanya al asan tertentu unt uk

8

mengakhi rinya, 1°® nisalnya karena usia. Status pekerjaan

dal am perjanjian kerja ini adal ah pekerja tetap.

Pada penjelasan pasal 59 Undang-Undang Nonor 13
Tahun 2003 nenberi kan pengertian tentang pekerjaan yaitu:

"Pekerjaan yang sifatnya terus nenerus, tidak

terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan neupakan

bagian dari suatu proses produksi dalam suatu

per usahaan at au pekerjaan yang bukan nusi man”. %

Apabi |l a pekerjaan tersebut nerupakan pekerjaan yang
terus nenerus, tidak terputus-putus, tidak di batasi waktu
dan nerupakan bagian dari suatu proses produksi, tetapi
tergantung cuaca atau pekerjaan itu dibutuhkan karena
adanya suatu kondisi tertentu, maka pekerjaan tersebut
mer upakan pekerjaan nusi man yang tidak termasuk pekerjaan
t et ap.

Perjanjian tersebut dapat dibuat secara tertulis

atau |isan. Pada perjanjian yang dibuat |isan, pengusaha

% Oj umadi, Op. cit., hal. 12.
19 1 pid.
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waj i b nmenbuat surat pengangkatan bagi pekerja yang
ber sangkut an. *°

Dal am Pasal 59 ayat 2 Undang-undang Ketenagakerjaan
Nonor 13 Tahun 2003 ditegaskan bahwa pekerjaan yang
bersifat tetap tidak dapat dibuat berdasarkan perjanjian

kerja waktu tertentu, !

Perjanjian kerja untuk waktu
tidak tertentu dapat nensyaratkan nmsa percobaan kerja
paling lama 3 (tiga) bulan. Sedangkan untuk perjanjian
kerja waktu tertentu tidak diperbol ehkan nensyaratkan
adanya masa percobaan kerj a.

Terkait dengan judul skripsi ini penbahasan akan

dititi kberatkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

3.2. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
3.2.1. Pengertian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Pada per at ur an pel aksana Undang- Undang
ket enagakerjaan Nonor 13 Tahun 2003, Pasal 1 angka (1)
Keput usan Menteri Tenaga Kerja dan Transm grasi Nonor
Kep. 100/ MEN VI/ 2004 tentang Perjanjian Kerja \Waktu
Tertentu, menyebut kan bahwa perjanjian Kkerja waktu

tertentu adalah perjanjian kerja antara pekerja dan

10y pid., Ps. 63.
W pid., Ps. 59.
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pengusaha untuk nengadakan hubungan kerja dalam waktu
tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. !?

Dari pasal tersebut di atas, pengertian perjanjian
kerja waktu tertentu nmenmpunyai nmaksud yang sana dengan
pasal 1 huruf (a) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nonor
Per 02/ Men/ 1993:

“Kesepakatan kerja waktu tertentu adal ah perjanjian

kerja antara pekerja dan pengusaha untuk nengadakan

hubungan kerja dalam waktu tertentu dan untuk
pekerjaan tertentu”.

Hubungan kerja vyang terjadi antara pekerja dan
pengusaha di batasi oleh jangka waktu perjanjian Kkerja
atau sel esainya suatu pekerjaan tertentu. Pada Pasal 59
Undang- Undang  Ket enagakerjaan  Nonor 13 Tahun 2003
menyebut kan: '3

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat
di buat untuk pekerjaan tertentu yang nenurut jenis dan
sifat atau kegi atan pekerjaannya akan sel esai dal am waktu

tertentu, yaitu:

a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang senentara

sifatnya
12 Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Keputusan Menteri
Tenaga Kerja dan Transmi grasi tentang Ketentuan Pel aksanaan
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Kepmen Tenaga Kerja dan

Transm grasi No. Kep.100/ Men/ VI /2004, Ps. 1.
3 Undang- undang Ket enagakerjaan, Op. cit., Ps. 59.
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b. Pekerjaan yang diperkirakan penyel esaiannya dalam
waktu yang tidak terlalu lama dan paling |am
3(tiga) tahun

c. Pekerjaan yang sifatnya nusinan; atau

d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru,
kegi atan baru atau produk tanbahan yang nmasi h dal am

per cobaan atau penj aj akan.

Dari perunmusan di atas dapat ditarik kesinpul an bahwa
pekerja dan pengusaha sebagai para pi hak dal am perjanjian
kerja, selain terikat oleh perjanjian juga terikat oleh
perundang- undangan Ketenagakerjaan tentang perjanjian
kerja pada waktu tertentu yang nenbatasi jangka waktu
pel aksanaan pekerjaan paling lama 3 (tiga) tahun dan atau

sel esai nya jenis pekerjaan tertentu.

3.2.2. Subyek dan Obyek perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Unt uk sahnya perjanjian, diperlukan syarat subyektif
dan obyektif dari perjanjian. Syarat subyektif nengenai
orang atau subyek yang nel akukan perjanjian dan syarat
obyektif yang nenyangkut obyek perjanjian. Adapun subyek
dan obyek dal am perjanjian kerja waktu tertentu adal ah:

a. Subyek Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
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Subyek perjanjian kerja waktu tertentu adalah
terjadi nya kesepakatan secara bebas antara dua pihak
yaitu pihak pekerja dan pihak pengusaha. Para pihak
adal ah orang dewasa yang nenpunyai tanggung jawab dan
manpu untuk nenyel enggarakan perjanjian Kkerja. Pada
dasarnya kesepakatan bebas dianggap terjadi pada saat
perjanjian di buat oleh para pihak, kecual i dapat
di bukti kan bahwa kesepakatan tersebut terjadi karena
adanya kekhil afan, paksaan nmaupun peni puan, sebagai mana
di t ent ukan daam pasal 1321 KUH Perdat a. **

KUH Perdata berpokok pangkal pada asas bahwa tiap
orang manpu untuk nengadakan perjanjian, jika ia oleh
undang- undang tidak di nyatakan tidak manmpu. **®
Ti dak manmpu unt uk mengadakan perjanji an''® adal ah:

1) Orang yang bel um dewasa

2) Crang yang di kenakan penganpunan

3) Wanita kaw n dalam hal-hal yang ditetapkan oleh
undang- undang

4) Dan pada unumya senua orang yang ol eh undang-
undang dilarang nengadakan perjanjian-perjanjian

tertentu (KUH Perdata Pasal 1350).

M muljadi dan Wdjaja, Op. cit., hal. 95.
5 gSpoeponp. Op. cit., hal. 64.
16 ki tab Undang-undang Hukum Perdata, Ps. 1350.
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Karena itu nereka vyang dinyatakan tak nanmpu
nmengadakan perjanjian itu, dapat nenentang perjanjian
yang nereka telah adakan dalam segala hal yang oleh
undang-undang tidak dikecualikan (KUH Perdata Pasa
1331) . 17

Apabi |l a subyek perjanjian kerja sudah bersepakat
secara bebas dan dinyatakan manpu secara hukum untuk
berti ndak atas namanya sendiri, naka sudah nenenuh
syarat subyektif untuk nmengadakan suatu perjanjian kerja

wakt u tertentu.

b. Cbyek Perjanjian Waktu Tertentu

Sesuai dengan prinsip unum dalam perjanjian bahwa
orang bebas nenperjanjikan apa saja asalkan tidak
bertent angan dengan ket entuan undang- undang yang bersi fat
nenaksa, atau dal am undang-undang tentang keterti ban unmum
atau dengan tata susila masyarakat, dem kian pula pada
perjanjian kerja waktu tertentu para pihak bebas untuk
ber sepakat nengenai isi perjanjian kerja waktu tertentu
yang tidak bertentangan dengan undang-undang, keterti ban

umum dan t at asusil a.

U 1 bid., hal. 65.
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Qbyek perjanjian kerja adal ah:

1) Adanya pekerjaan yang di perj anjikan; dan

2) Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan
ket erti ban, kesusi | aan, dan peraturan perundang-

undangan yang ber| aku.

Cbyek perjanjian kerja waktu tertentu nmenpunyai
sifat yang khas, karena selain adaya pekerjaan yang
di perjanji kan tidak bertentangan dengan ketertiban unmum
kesusi | aan serta peraturan perundang-undangan, perjanjian
kerja waktu tertentu hanya berlaku untuk pekerjaan yang
sekali selesai senentara sifatnya dan didasarkan atas
sel esai nya pekerjaan tertentu yang dibuat paling lama 3
(tiga) tahun, seperti diatur dalam pasal 8 peraturan
nmenteri tenaga kerja dan transm grasi dan pada Pasal 59
ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan Nonor 13 Tahun
2003 yang nenyat akan:

Perjanjian kerja waktu tertentu yang di dasarkan atas

j angka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling

lama 2 (dua) tahun dan hanya bol eh diperpanjang 1

(satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu)

t ahun.

Dari pasal tersebut dapatlah disinpulkan bahwa

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dibatasi jangka waktu

paling lama 3 (tiga) tahun. Selain dibatasi oleh jangka
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waktu perjanjian kerja, terdapat jenis pekerjaan tertentu
yang dapat dil aksanakan berdasarkan perjanjian Kkerja
waktu tertentu.
Pada Pasal 59 Undang- Undang Ket enagakerjaan Nonmor 13
Tahun 2003 di sebut kan:
“Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat
di buat untuk pekerjaan tertentu yang nenurut jenis
dan sifat atau kegi atan pekerjaannya akan sel esai
dal am wakt u tertentu.”*®
Pekerjaan tertentu diperinci dalam Pasal 59 Undang-
Undang Ket enagakerjaan Nonor 13 Tahun 2003, yaitu:
1) Pekerjaan yang sekali selesai, atau senentara sifatnya
2) Pekerj aan yang bersifat mnusi man
3) Pekerjaan untuk pekerjaan yang berhubungan dengan

produk baru, kegiatan baru atau produk tanbahan yang

masi h dal am proses percobaan atau penj aj akan. °

Pada Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Ket enagakerjaan
Nonor 13 Tahun 2003, nenegaskan obyek perjanjian kerja
waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang
bersifat tetap, sedangkan penjel asan ayat ini nenyatakan

bahwa:

Y8 1 pid., Ps. 59.
19 pij d.
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Yang di maksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap
dal am ayat ini adal ah pekerjaan yang sifatnya terus
nmenerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu
dan nerupakan bagian dari suatu proses produksi
dal am satu perusahaan, atau pekerjaan yang bukan
musi man.

Dari perumusan di atas, dapat disinpulkan bahwa
obyek perjanjian kerja waktu tertentu di buat berdasarkan
jangka waktu pel aksanaan pekerjaan perjanjian Kkerja
paling lama 3 (tiga) tahun atau pekerjaan yang dapat
di sel esai kan dalam suatu waktu tertentu dan untuk
pekerjaan tertentu yang bersifat senentara, nusinman atau

ber hubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk

t anbahan yang masi h dal am per cobaan atau penj aj akan.

3.2.3. Syarat Formal dan Materi
Pada prinsipnya perjanjian kerja dibuat secara

tertulis sesuai dengan penjelasan Pasal 51 Undang- Undang
Ket enagakerjaan Nonmor 13 Tahun 2003 dan harus nenenuhi
syarat formal dan materiil sebagai berikut:
a. Syarat Fornal

Dal am pasal 54 Undang- Undang Ket enagakerjaan Nonor 13
Tahun 2003, nengatur nengenai syarat formal yang harus
di penuhi dal am penbuatan perjanjian kerja waktu tertentu

adal ah:
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1)

Sekur ang- kurangnya harus nenuat identitas serta hak

dan kewaj i ban para pi hak sebagai berikut:

a)

b)

g9)

h)

1)

Nama, al anat perusahaan, jenis usaha;

Nama, jenis kelamn, unum dan alamat pekerja/
bur uh;

j abatan atau jenis pekerjaan;

Tenpat pekerj aan;

Besar nya upah dan cara penbayarannya,
Syar at - syarat kerja yang nenuat hak dan kewaji ban
pengusaha dan pekerj a;

Mul ai dan jangka waktu berlakunya perjanjian
kerj a;

Tenpat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan

Tanda tangan para pi hak dal am perj anj i an. *?°

2) Kesepakatan kerja harus di daftarkan ke instansi yang

ber t anggung j awab di bi dang ket enagakerj aan; '*!

3) Di buat sekur ang- kurangnya rangkap 2(dua) yang

menpunyai kekuat an hukum yang sama serta

pekerj al/ buruh dan pengusaha nasing-nmasi ng nmendapat 1

(satu) perjanjian kerja; *?

2

201 bid., Ps. 54.
21 bid., Penjelasan Ps. 59.
21bid., Ps. 54.
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4) Biaya yang tinbul akibat penbuatan perjanjian kerja

waktu tertentu, seruanya ditanggung pengusaha.?®

Selain tersebut di atas, penjelasan pasal 54 ayat
(2) Undang- Undang Ketenagakerjaan Nonor 13 Tahun 2003,
nmenyat akan:

“Yang di maksud dengan tidak bol eh bertentangan dal am

ayat ini adalah apabila di perusahaan telah ada

perat uran perusahaan atau perjanjian kerja bersams,

maka 1si  perjanjian kerja baik kualitas naupun

kuantitas tidak boleh lebih rendah dari peraturan

perusahaan atau perjanjian kerja bersama di

per usahaan yang bersangkut an”. '

Maksud dari runmusan penjelasan pasal 54 tersebut
adal ah dal am penbuat an perjanjian kerja, obyek perjanjian
kerja dibuat sekurang-kurangnya sama dengan peaturan

perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang berl aku di

perusahaan yang bersangkutan, tidak boleh |ebih rendah.

b. Syarat Materiil

Pada pasal 52 Undang- Undang Ket enagakerjaan Nonor 13
Tahun 2003, nenyebutkan bahwa perjanjian kerja dibuat
at as dasar
1) Kesepakat an kedua bel ah pi hak;

2) Kemanpuan atau kecakapan nel akukan perbuat an hukum

21 pid., Ps. 53.
241 pid., Penjelasan Ps. 54.
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3) Adanya pekerjaan yang di perjanjikan; dan
4) Pekerjaan yang di perjanjikan tidak bertentangan dengan
keterti ban unum kesusilaan, dan peraturan perundang-

undangan yang ber| aku. '?°

Syarat angka 1) dan 2) nerupakan syarat subyektif,
tidak t er penuhi nya  syarat subyekti f nmengaki bat kan
perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang
ber keber at an, sedangkan syarat angka 3) dan 4) nerupakan
syarat obyektif vyang apabila tidak terpenuhi syarat
obyektif menyebabkan perjanjian batal dem hukum

Apabi la syarat obyektif perjanjian Kkerja waktu
tertentu tidak terpenuhi, maka dem hukum perjanjian
kerja waktu tertentu tersebut nenjadi perjanjian kerja

waktu tidak tertentu, *?°

sebagai mana di sebut kan pada Pasa
59 ayat (7) Undang-Undang Ketenagakerjaan Nonor 13 Tahun

2003.

3.2.4. Berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Perjanjian kerja waktu tertentu berakhir dem hukum

dengan ber akhi rnya waktu yang ditentukan dal am perjanji an

1% pid., Ps. 52.

126 perjanjian kerja waktu tidak tertentu adal ah perjanjian kerja
antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk nengadakan hubungan
kerja vyang  bersifat tet ap. Li h. Kepnmen Tenaga Kerja dan
Transm grasi, No. Kep.100/ MEN VI/2004 Ps. 1.
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atau dengan sel esainya pekerjaan yang telah disepakati
bersama. Hal tersebut ditegaskan pada pasal 61 Undang-
Undang Ket enagakerj aan Nonor 13 Tahun 2003.

Perjanjian kerja berakhir apabil a:

a. Pekerja neninggal dunia;

b. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerj a;

c. Adanya putusan pengadi |l an dan/atau putusan atau
penet apan | enbga penyel esai an persel i si han
hubungan i ndustrial yang tel ah nmenpunyai kekuatan
hukum t et ap; atau

d. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang
di cant unkan dalam perjanjian Kkerja, peraturan
perusahaan, atau perjanjian Kkerja bersama yang
dapat menyebabkan berakhi rnya hubungan kerj a. ?’

Pada pasal 61 tersebut nenyatakan perlindungan yang

di beri kan kepada pekerja selain hal tersebut di atas,
bahwa hubungan kerja tidak berakhir karena neninggal nya
pengusaha atau beralihnya hak atas perusahaan yang
di sebabkan penj ual an, pewari san, atau hi bah. Karena dal am
hal ter) adi pengal i han per usahaan, maka hak- hak
pekerjal/buruh nenjadi tanggung |awab pengusaha baru,
kecual i ditentukan |ain dalam perjanjian pengalihan yang
ti dak mengurangi hak- hak peerj al buruh. *?®

Perjanjian kerja waktu tertentu pada dasarnya tidak

dapat berakhir sebel um sel esai nya jangka waktu yang tel ah

di t et apkan dal am perjanjian kerja, kecuali setelah para

pi hak berunding dan bersepakat untuk nengakhirinya.

27 pid., Ps. 61
128 pi d.
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Apabi | a sal ah satu pi hak nengakiri hubungan kerja sebel um
berakhirnya jangka waktu yang telah disepakati, pihak
yang nengakhiri hubungan kerja diwajibkan nenbayar ganti
rugi kepada pihak |ainnya sebesar upah pekerja sanpai
bat as wakt u ber akhi rnya jangka waktu perjanjian kerja.?
Akan tetapi Pasal 59 ayat (7) Undang- Undang

Ket enagakerjaan nono 13 Tahun 2003, nenyebut kan bahwa:

“Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak
menenuhi ket entuan sebagaimana di maksud dal am
ayat (1), ayat(2), ayat(4), ayatb5, dan ayat(6), naka
dem hukum nenjadi perjanjian Kkerja waktu tidak
tertentu”. 3

Dari pasal 59 tersebut dapat diartikan bahwa sel ain
si f at dan jenis pekerjaan tertentu, Undang- Undang
mengatur jangka waktu untuk perjanjian kerja waktu
tertentu, paling lama 3 (tiga) tahun. GCbyek perjanjian
kerja untuk waktu tertentu yang tidak nenenuhi ketentuan
tersebut, berubah nenjadi perjanjian kerja waktu tidak
tertentu, hubungan kerja waktu tertentu nenjadi hubungan

kerja tetap.

2 pid., Ps. 62.
¥ pid., Ps. 59.
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BAB | V
ANALI SA YURI DI S PENERAPAN STATUS KARYAWAN PKWI
PADA PT PERUSAHAAN PENGELCOLA ASET

4.1. Sekilas Tentang PT Perusahaan Pengel ol a Aset

PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) adalah Badan
Usaha MIik Negara (Persero) di bidang pengel ol aan aset
yang bertindak wuntuk dan atas nama Menteri Keuangan
Republ i kK | ndonesi a, untuk nengel ol a aset-aset Negara eks
Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang tidak
terkait perkara. PPA didirikan Penerintah pada tanggal 27
Februari 2004 nel alui Peraturan Penerintah (PP) Nonor 10
Tahun 2004 sehubungan dengan berakhirnya nasa tugas BPPN
sesuai Keputusan Presiden Nonor 15 Tahun 2004 tentang
Pengakhi ran Tugas dan Penmbubaran BPPN.

Sej al an dengan pengakhi ran masa tugas BPPN tersebut
maka, seluruh aset eks BPPN nenjadi aset Negara yang
di kelola oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya nelal ui
Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004,
Ment eri Keuangan nenyer ahkel ol akan sej um ah aset eks BPPN
yang tidak terkait perkara kepada PPA.

Sebagai Badan Usaha MIlik Negara (BUW), PPA

mer upakan persero yang nemliKki karakteristik yang
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berbeda dengan BUMN pada unummya. Karakteristik yang

dimliki PPA dalam pel aksanaan pengel ol aan aset adal ah

sebagai beri kut 3

a. Sel ain bertanggung jawab secara korporasi kepada Rapat
Urum Penegang Saham (Menteri Negara BUMN), PPA juga
bertanggung j awab kepada Menteri Keuangan sel aku pi hak
yang nenyer ahkel ol akan aset Negara eks BPPN kepada PPA
ber dasar kan Perjanji an Pengel ol a Aset;

b. Mm liki masa tugas yang terbatas vyaitu 5 (lina)
t ahun;

c. Mengelola aset Negara eks BPPN vyang nemliKki
karakteristik khusus berupa sifat penguasaan senentara
ol en Negara. Dengan penguasaan senentara tersebut,
maka tujuan akhir dari pengel ol aan aset Negara ol eh
PPA adal ah nengenbal i kan aset-aset tersebut ke pasar
nmel al ui proses penjualan yang transparan, akuntabel

dan waj ar.

Pel aksanaan tugas pengel ol aan aset yang dil aksanakan
PPA, yaitu nel al ui kegi atan restrukturisasi aset,
penagi han piutang, kerjasama dengan pihak lain dalam
rangka peni ngkatan nilai aset dan penjual an, serta tugas-

tugas terkait | ainnya.

Bl| aporan Tahunan 2005 PT PPA, hal. 1.
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Dal am nel aksanakan tugas dan fungsinya selaku
pengel ol a aset negara, PPA sel alu nengedepankan prinsip-
prinsip Tata Kelola Perusahaan yang BaiKk, yai tu
Transpar ansi (Transparency), Kemandirian (I ndenpendency),
Akunt abilitas (Accountability), Per t anggungj awaban
(Resposibility) dan Kewajaran (Fairness). Selain itu
sel aku BUMN, PPA berkom tnen untuk senanti asa tunduk dan
pat uh pada peraturan perundang-undangan yang ber| aku. PPA
tel ah menci ptakan sistem dan prosedur pengendalian yang
menj adi pedonman bagi senua el enen perusahaan di dal am
mewuj udkan | i ngkungan pengendal i an yang kondusi f. 132

Sejak awal berdirinya, PPA telah nengenbangkan

budaya yang nenekankan pentingnya integritas dan peril aku

etis dari seluruh jajaran manajenmen dan karyawan
per usahaan. Penekanan I ni di i nf or masi kan nmel al ui
peraturan tertulis, komuni kasi lisan, dan sarana

komuni kasi | ai nnya. Peraturan Perusahaan yang berisi tata
tertib, syarat-syarat kerja dan hal kepegawai an | ai nnya
telah dirunuskan dengan nenpertinbangkan  ketentuan
per undang- undangan yang berl aku. Peraturan Perusahaan PPA
telah disahkan oleh Departenen Tenaga Kerja dan
Transm gr asi Republ i k Indonesia dan isinya telah

di sosi al i sasi kan kepada karyawan PPA. Pemahanman karyawan

132 | bid., hal. 28.
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atas isi Peraturan Perusahaan nerupakan faktor penting di
dal am menci pt akan I i ngkungan pengendal i an yang

kondusi f . 133

PPA sebagai BUWMN yang nenpunyai karakteristik yang
ber beda dengan BUMN pada unmummya, salah satunya yaitu
mem | i ki masa tugas yang terbatas yaitu |lim tahun sejak
didiri kan atau kecuali diperpanjang atas persetujuan
Rapat Unum Penmegang Sahan®®**, maka PPA nmenperkerj akan
karyawan dal am 2 (dua) kel ompok yaitu pekerja atas dasar
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKW) atau biasa disebut
karyawan kontrak dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak

Tertentu (PKWT) atau biasa di sebut karyawan tetap

4. 2. Kasus Posi si

Fokus  penul i san skri psi i ni akan nenganal i sa
penerapan Perjanjian Kerja Wktu Tertentu di PPA,
khususnya perjanjian kerja waktu tertentu antara PT PPA
dan Sdr. A (Pekerja).

Pekerja adal ah seorang sarjana Ekonom , warga negara

I ndonesi a berusia 32 tahun nengaj ukan surat | amaran kerja

133 | bid., hal. 36.

3 Anggaran Dasar PPA yang tel ah diunmunkan dal am Berita Negara
R 1 No. 39 tertanggal 14 Mei 2004 dan Tanbahan Berita Negara No.
4541 tahun 2004, hal. 7.
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ke PPA. Setelah nelewati proses tes dan sel eksi karyawan
baru di PPA, yang bersangkutan nenenuhi kualifikasi yang
di but uhkan dan diterim sebagai pekerja PKW efektif
t anggal 1 Juni 2004 dengan jabatan Staf, pangkat
Assi stant Manager, golongan 6 pada Bagian Dukungan
Adm ni strasi. Pekerja di PPA sebagai pekerja PKW sanpai
dengan 31 Desenber 2008 atau selama 4 tahun 7 bulan
dengan jabatan terakhir sebagali Staf, Pangkat Manager,

gol ongan 11 pada Bagi an Pengel ol aan Aset Kredit 1.

4.2.1. Jangka Waktu Kerja Karyawan

PPA nenpeker | akan Pekerja sejak 1 Juni 2004 sanpai
dengan 31 Desenber 2008 dengan penbagi an jangka waktu
kontrak kerja PKW sebagai berikut:

a. PKWI Pertama maksimal 2 (dua) tahun sejak 1 Juni 2004
dan berakhir sanpai dengan 31 Mei 2006, sebagai staf
pada Bagi an Dukungan Adni ni strasi.®

b. Pekerja diperpanjang jangka waktu PKW-nya selama 12
(dua belas) bulan terhitung nulai 1 Juni 2006 sanpai

dengan 31 Mei 2007. 136

S perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu No: PKWI-99/ PPA/ 0504,
hal . 2.

3% surat PPA kepada Pekerja No. S-360/PPA/ SDM 0506, tanggal 23
Mei 2006 perihal perpanjangan Waktu PKWI.
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C.

Mel al ui  perusahaan penyedia jasa yang bersangkutan
di pekerj akan pada PPA sejak 14 Juni 2007 sanpai dengan
11 Juli 2007. Ruang lingkup tugas yang bersangkutan
sel ama di perkerjakan nel al ui perusahaan penyedia jasa
sama dengan ruang |ingkup tugas yang diberikan pada
wakt u yang ber sangkutan sebagai karyawan PKWI

PPA nel akukan penbaharuan perjanjian PKW dengan yang
bersangkutan setelah nelalui nmasa tenggang waktu
selama 30 (tiga puluh) hari. Jangka waktu perjanjian
penbaruan PKW selama 20(dua pul uh) bulan terhitung
mul ai tanggal 12 Juli 2007 dan berakhir sanpai dengan
tanggal 26 Februari 2009, sebagai staf pada Bagian
Pengel ol a Dokunen.

Kenudi an  di adakan 2 (dua) kal i Perubahan atas
penbaruan Perjanjian PKW, pertanma perubahan tentang
penenpat an/ penugasan, yang senula yang bersangkutan
di t empat kan pada Bagi an Pengel ol a Dokunen di nut asi kan
ke Bagi an Pengel ol aan Aset Kredit 1. Perubahan kedua
tentang jangka waktu PKW yang senula jangka waktu
selama 20 bulan, mulai tanggal 12 Juli 2007 dan

ber akhir sanpai dengan tanggal 26 Februari 2009, di

B3 per ubahan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu No.

ADD. PKWT- 043/ PPA/ 0908, hal . 1.
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ubah nenjadi 18 bulan, nulai tanggal 12 Juli 2007 dan
ber akhi r sanmpai dengan tanggal 31 Desenber 2008. 38

f. Pada tanggal 1 Januari 2009 Pekerja berakhir kontrak
kerjanya di PPA. Sebagai ungkapan terima kasih, PPA
menberi kan uang purna bakti sebagai uang pisah kepada

Peker | a.

4.2.2. Jenis Pekerjaan

Pekerja sebagai karyawan PKWI, pada periode kerja 1
Juni 2004 sanpai dengan 31 Mei 2007 ditenpatkan sebaga
St af pada Bagi an Dukungan Adm ni strasi. Tugas pokok dan
fungsi Pekerja adal ah'®*® menbantu Kepal a Bagi an Dukungan
Adm ni strasi dal am nenmberi kan dukungan kerja dal am bent uk
pengadm ni strasian data dan transaksi aset Direktorat
Pengel ol a Aset Kredit dan Properti (DPAKP), peneliharaan
aset properti serta pengel ol aan kegi atan Kantor Cabang,
dengan nenyel enggar akann fungsi-fungsi sebagai berikut:
1) Pengadm ni strasi an data dan transaksi aset DPAKP
2) Penel i haraan aset properti.
3) Perencanaan dan pemant auan kegi at an Kant or Cabang.

4) Pel aporan kegi atan Bagi an Dukungan Adm ni strasi dan

%8 per ubahan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu No:
ADD. PKWI'- 087/ PPA/ 1208, hal . 1.
139 Surat Keputusan Direksi PPA Nomor: SK-45/PPA/ 0805, hal. 9.
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Kant or Cabang.

Pada periode kerja 12 Juli 2007 sanpai dengan 26
Februari 2009, Pekerja dipekerjakan sebagai Staf PKW
pada Bagi an Pengelola Dokunmen dengan tugas pokok dan
fungsi Pekerja adal ah’®® nembantu Kepal a Bagi an Dukungan
Adm ni st r asi dal amr nel aksanakan kegi atan pengel ol aan
dokumen aset dan arsip dal am nendukung tercapai nya tertib
adm ni strasi dokunen, dengan nenyel enggarakan fungsi -
fungsi sebagai berikut:

1) Penerimaan dokunen aset dan arsip.

2) Pengadm ni strasi an, pencatatan dan penyi npanan dokunen
aset dan arsip.

3) Pel ayanan dokumen aset dan arsi p.

4) Penyer ahan dokunen aset dan arsip.

Mel al ui  Perubahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
No: ADD. PKW- 043/ PPA/ 0908 tertanggal 26 Septenber 2008
Kar yawan di pekerjakan sebagai karyawan PKW pada Bagi an
Pengelola Aset Kredit 1 sebagai Staf. Tugas yang
di tangani Karyawan sebagai Staf pada Bagian Pengel ol a

Aset Kredit 1 dengan tugas pokok dan fungsi Pekerja

¥ pid., hal.3.
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adal ah’! nenbantu Kepal a Bagi an Pengelola Aset Kredit 1
dal am nengel ol a aset dalam bentuk piutang, saham yang
ber kai tan dengan piutang yang dikelola dan aset | ainnya
yang ditetapkan oleh Direksi antara |ain nelalui kegiatan
penagi han, restrukturisasi, peni ngkat an ni | ai dan
penj ual an, dengan nenyel enggar akan fungsi-fungsi sebagai
beri kut :

1) Perencanaan dan penyusunan | angkah-|angkah terkait
dengan pengel ol aan Aset DPAKP dal am bentuk piutang,
saham yang berkaitan dengan piutang yang dikelola dan
aset | ainnya yang ditetapkan ol eh Direksi.

2) Pel aksanaan | angkah-1angkah terkait dengan pengel ol aan
Aset DPAKP dal am bentuk piutang, saham yang berkaitan
dengan piutang yang dikelola dan aset [ainnya yang
dit et apkan ol eh Direksi.

3) Pel aporan pel aksanaan kegi atan Bagi an Pengel ol a Aset

Kredit.

4.2.3. Hak dan Kewaj i ban Karyawan

Hak- hak yang diberikan kepada Pekerja adal ah

hanpi r sama dengan apa yang di beri kan PPA kepada karyawan

“pid., hal.s8.
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PKWIT yai t u*?:

a. Gji, diberikan kepada Karyawan sesuai dengan j abat an,
pangkat dan gol ongannya. Setiap tahun gaji Karyawan
di adakan penyesuai an atau kenai kan gaji yang besarnya
sesuai dengan hasi | eval uasi penilaian kinerja
Karyawan dan kondi si keuangan PPA

b. Tunjangan Hari Raya, di bayarkan kepada Karyawan sesua
dengan ketentuan perundang-undangan ket enagakerj aan
yang ber | aku. Penbayar an t unj angan har i raya
di bayar kan sepul uh hari sebelum hari Raya ldul Fitri
setiap tahunnya.

c. Tunjangan cuti dibayarkan kepada Karyawan sebesar 1
(satu) kali wupah setiap tahunnya. Yang berhak atas
tunj angan cuti adal ah karyawan yang telah nmenpunyai
masa kerja di perusahaan mnimal 9 (Senbilan) bulan

secara terus nenerus.

d. Fasilitas kesehatan rawat jalan, yaitu fasilitas yang
di beri kan Perusahaan kepada seluruh Karyawan dengan
batas plafon tertentu per tahun sesuai dengan | abatan

kar yawan.

e. Fasilitas kesehatan rawat inap, yaitu fasilitas yang

di beri kan Perusahaan kepada Karyawan dan kel uarganya

“2per at uran Perusahaan PPA, hal . 6-7.
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nmel al ui kerj asana dengan Per usahaan asur ansi
sedangkan fasilitas asuransi jiwa dan kecel akaan,

khusus hanya di beri kan kepada Karyawan.

f. Program jam nan sosial tenaga kerja, yaitu program
waj i b dari Penerintah sesuai dengan Undang- Undang No.
3 Tahun 1992 tentang Jam nan Sosial Tenaga Kerja dan
Peraturan Penerintah No. 14 Tahun 1993 tentang
Penyel enggaraan Program Jam nan Sosial Tenaga Kerja,
senmua karyawan diikutsertakan dalam program Jam nan
Sosi al Tenaga Kerja pada PT Jansostek. Besarnya iuran

j ansost ek neliputi:
1) Jam nan Kematian: 0,30% dari upah per bul an;

2) Jaminan Kecel akaan Kerja: 0,24% dari upah per

bul an;
3) Jaminan Hari Tua: 5,70% dari upah per bul an
Total iuran Jansostek sebesar 6,24% nasing-nasing

di bayarkan 4, 24% ol eh Perusahaan dan 2% di bayar ol eh

Karyawan untuk iuran jam nan hari tua.

g. Dal am rangka neni ngkat kan notivasi kerja karyawan guna
mendukung peni ngkat an ki nerja Per usahaan, maka
Perusahaan juga nenberikan apresiasi/jasa produksi
kepada Karyawan dengan didasarkan atas tolok ukur

pencapai an Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
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h.

beri ku

a.

(RKAP). Penberian apresiasi/jasa produksi dilakukan
berdasarkan nerit systemr dengan nenperhati kan kondi si
keuangan Perusahaan, dan ditetapkan oleh D reksi

setel ah berkonsul tasi dengan Komisaris.!*

Perusahaan juga nenyedi akan program pel ati han dan
pengenbangan kepada Karyawan dengan tujuan untuk
meni ngkat kan konpetensi Karyawan baik dalam teori
maupun praktek sehingga Karyawan dapat nenjal ankan
t ugasnya secara | ebi h efisien dan ef ekti f,
meni ngkat kan penget ahuan Karyawan untuk nengi kuti
per kenmbangan il di bi dang masi ng- masi ng,
meni ngkat kan notivasi kerja Karyawan sehingga dapat
berprestasi dengan baik dan nenberi penghargaan atas
prestasi dan kinerja Karyawan.

Kewaj i ban Kar yawan adal ah di t et apkan sebagai
t 144:
Karyawan wajib nel aksanakan dengan baik, penuh

tanggung jawab, disiplin, penuh integritas serta

pr of esi onal setiap t ugas dan pekerj aan yang
di beri kan;
b. Karyawan waji b bekerjasam dengan sesama rekan kerj a,
S Ri sal ah Rapat Unum Permegang Saham Tahun 2005 PT PPA, hal . 4.
Y Pperjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu No: PKWI- 99/ PPA/ 0504,
hal . 3- 4.
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at asan naupun dengan karyawan | ai nnya dengan sebai k-
bai knya sehi ngga pel aksanaan t ugas-tugas yang
di beri kan dapat disel esai kan dengan bai k dan benar
serta tepat waktu sesuai jadwal dan atau arahan yang

tel ah ditentukan PPA;

c. Karyawan wajib nenberikan |aporan yang berisikan
pel aksanaan tugas dan pekerjaan yang diberikan

at asan;

d. Karyawan wajib nenjaga kesusilaan, nenaati tata
tertib perusahaan dan/atau Peraturan Perusahaan dan

ket ent uan | ai nnya yang berl aku;

e. Karyawan dilarang nenpunyai hubungan kerja dengan

pi hak | ai n manapun;

f. Karyawan waji b untuk nenjaga kerahasi aan Perusahaan.

4.3. Analisis Yuridis

PKWI dalam perjanjian kerja pekerja/buruh dalam
Undang- undang Nonmor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
cenderung nerugi kan pekerja/buruh. Kebijakan penggunaan
karyawan kontrak sering dijadi kan celah oleh pengusaha
untuk nmenperkerjakan karyawan dengan dasar efi siensi

bi aya. Salah satu cara pengusaha untuk nenpekerjakan
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karyawan untuk nenekan efisiensi biaya adalah dengan
di per panjangnya terus nenerus perjanjian Kkerja waktu
tertentu yang dimliki pekerja yang bersangkutan atau
pada saat masa tenggang waktu kontrak Kkerja pengusaha
nmel akukan kerjasanma dengan perusahaan penyedia jasa agar
per usahaan dapat tetap mendapat kan bant uan dar i
pekerj al/ buruh yang sanma wal aupun dengan beda status yaitu

sebagai tenaga outsource.

Undang- undang Ket enagaker jaan nenet apkan bahwa
objek perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan
pekerjaan tertentu nmenurut sifat, jenis dan jangka waktu
paling lama 3 (tiga) tahun, pelanggaran atas ketentuan
tersebut nengaki batkan perjanjian kerja waktu tertentu
berubah nmenjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu
yang nem li ki hubungan kerja tetap. Oeh sebab itu
tulisan ini nelakukan analisis yuridis atas penerapan
perjanjian kerja waktu tertentu pada PPA Dberdasarkan

jenis pekerjaan dan j angka waktu kontr ak.

4.3.1. Jenis Pekerjaan
Menperhati kan isi perjanjian kerja antara PPA dan
Pekerja nerupakan perjanjian kerja waktu tertentu, yaitu

perjanjian kerja antara pekerjal/buruh dan pengusaha untuk
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nmengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu ataupun
pekerjaan tertentu. Isi PKW nenuat hak dan kewaji ban
antara pengusaha dan pekerjal/buruh vyang diperjanjikan
dal am PKW, dipersyaratkan tidak boleh |ebih rendah
dari pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan

yang berl aku. 1*°

Sesuai ketentuan Pasal 56 sanpai dengan Pasal 59
Undang- undang Nonor 13 Tahun 2003, penbuatan PKW harus
menenuhi  unsur-unsur, pertana adalah didasarkan atas
jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu,
yang kedua adalah harus dibuat secara tertulis dan
nenggunakan Bahasa |ndonesia, selanjutnya yang Kketiga
adal ah tidak boleh ada nmsa percobaan, dan yang keenpat
adal ah hanya dapat dibuat untuk pekerjaan yang nenurut
jenis dan sifat atau kegi atan pekerjaannya akan sel esai
dal am waktu tertentu, dan kenudi an yang terakhir adal ah
tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang Dbersifat

t et ap. 146

Dal am penjel asan Pasal 59 ayat (2) Undang-undang
Nonmor 13 Tahun 2003, diterangkan bahwa yang di maksud

dengan pekerjaan yang bersifat tetap dalam ayat ini

S pasal 2 Kep.100/Men/VI/2004 jo Pasal 54 ayat (2) Undang-
undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerj aan.

6 H dayat Muharam Hukunm Ketenagakerjaan, Cet. 1, (Bandung:
Citra Aditya Bakti, 2006).
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adal ah pekerjaan yang sifatnya terus nenerus, tidak
terputus-putus tidak dibatasi waktu dan mnerupakan bagi an
dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau

pekerjaan yang bukan rnusi man.

Yang di maksud dengan pekerjaan yang bukan nmnusiman
adal ah pekerjaan yang tidak tergantung pada cuaca atau
suatu kondisi tertentu. Apabila pekerjaan itu nerupakan
pekerjaan yang terus nenerus, tidak terputus-putus, tidak
di batasi waktu, dan nerupakan bagian dari suatu proses
produksi, tetapi bergantung pada cuaca atau pekerjaan itu
di but uhkan karena adanya = suatu kondi si tertentu,
pekerjaan tersebut nerupakan pekerjaan musi man yang ti dak
termasuk pekerjaan tetap sehingga dapat nenjadi objek

perjanjian kerja waktu tertentu. **

Jeni s pekerjaan  yang di t angani Pekerja pada
perjanjian kerja waktu tertentu antara Pekerja dan PPA
tidak disebutkan dengan tegas, hanya disebutkan sebagai
St af pada Bagi an Dukungan Adm ni strasi pada PKW pertans,
sebagai Staf Bagian pengel ol a Dokunen pada perpanjangan
PKWI dan sebagai Staf Bagi an Pengelola Aset Kredit 1 pada
per ubahan penbaharuan PKW. deh karena itu Pekerja

nel aksanakan pekerjaan berdasarkan pada tugas pokok dan

Y dayat, Qp. cit. hal. 8.
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fungsi yang ditetapkan perusahaan untuk pekerja tetap,
sehingga mnmenurut penulis dapat disinpulkan bahwa jenis
pekerjaan yang di perjanjikan dal am perjanjian kerja dal am
jangka waktu tertentu untuk karyawan kontrak adal ah
pekerjaan yang bersifat tetap yang dil akukan secara terus

mener us, berkel anjutan, dan jenis pekerjaan rutin.

Per undang- undangan mensyar at kan hanya jenis
pekerjaan tertentu yang bersifat senentara yang boleh
di | aksanakan berdasar kan perjanjian kerja waktu tertentu.
Di t egaskan pada Pasal 59 ayat (2) Undang-undang Nonor 13
tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa perjanjian
kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk

pekerjaan yang bersifat tetap.

Menurut hukum pel anggaran terhadap ketentuan objek
perjanjian adalah perjanjian tersebut dinyatakan batal
dem hukum sanksi yang ditetapkan oleh Undang-undang
adal ah perjanjian kerja waktu tertentu berubah nenjadi

perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

O eh karena PPA nmerupakan perusahaan yang nasa
berdirinya telah ditentukan di dalam Anggaran Dasarnya
yaitu 5 tahun sejak didirikan atau kecuali diperpanjang
atas persetujuan RUPS, dan tugas dari PPA adal ah

nengel ol a aset Negar a eks BPPN yang mem | i ki
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karakteristik khusus berupa sifat penguasaan senentara
ol eh Negara. Dengan penguasaan senentara tersebut, naka
tujuan akhir dari pengel ol aan aset Negara oleh PPA
adal ah nengenbal i kan aset-aset tersebut ke pasar nel al ui
proses penjualan yang transparan, akuntabel dan wajar.
Set el ah sel esai nya penjual an sel uruh aset Negara eks BPPN
masa tugas PPA pun berakhir. Dari kondisi tersebut, nmaka
dapat di sinpul kan jenis dan sifat atau kegi atan pekerjaan
di PPA akan selesai dalam waktu tertentu. Sehubungan
dengan hal tersebut maka pengaturan hubungan kerja dengan
para pekerjanya, PPA dapat nerujuk pada Pasal 59 (1) UU
Nonor 13/2003 dan Pasal 3 Kepnenakertrans Nonor Kep-
100/ Men/ VI / 2004.

Pasal 59 (1) UU No. 13/2003 nengatur sebagai beri kut:

“Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat

di buat untuk pekerjaan tertentu yang nenurut jenis

dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan sel esai

dal am waktu tertentu, yaitu:

a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang senentara

sifatnya

b. pekerjaan yang di perkirakan penyel esai annya dal am
waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3
(tiga) tahun;

. pekerjaan yang bersifat nusinman; atau

. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru,
kegi atan baru, produk tanbahan yang masih dal am
per cobaan atau penj aj akan.”

o O

4.3.2. Jangka Waktu Kontrak
Pekerja selaku karyawan kontrak, jangka waktu

kontrak pertama adalah rmaksinmal 2 tahun sejak tanggal 1
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Juni 2004 dan berakhir sanpai dengan tanggal 31 Mei 2006,
kermudi an di perpanjang 1 x selanma 1 tahun terhitung nul ai
tanggal 1 Juni 2006 sanpai dengan tanggal 31 Mei 2007

kemudi an sejak 14 Juni 2007 sanpai dengan 11 Juli 2007
pekerja nelalui perusahaan penyedi a jasa dipekerjakan di
PPA, setelah itu dibuat perjanjian penbaharuan PKW
maksi mal 2 tahun terhitung nulai tanggal 12 Juli 2007 dan
ber akhi r sanpai dengan tanggal 26 Februari 2009. Kenudi an
di adakan 2 (dua) kali Perubahan atas penbaruan Perjanji an
PKWI, pertama perubahan tentang penenpat an/ penugasan,
yang semula yang bersangkutan ditenpatkan pada Bagian
Pengel ol a Dokumen di nut asi kan ke Bagi an Pengel ol aan Aset
Kredit 1. Perubahan kedua, tentang jangka waktu PKW yang
semul a j angka waktu selama 20 bulan, nulai tanggal 12
Jul'i 2007 dan berakhir sanpai dengan tanggal 26 Februari
2009, di ubah nenjadi 18 bulan, nulai tanggal 12 Juli

2007 dan berakhir sanpai dengan tanggal 31 Desenber 2008.

Perjanjian PKWI pertama selama 2 (dua) tahun, karena
bel um sel esai nya pekerjaan, PKW diperpanjang selama 1
(satu) tahun, penerapan PKW ini sudah sesuai dengan
Pasal 59 ayat (3) dan (4) undang-undang Nonor 13 Tahun

2003 tentang Ket enagakerjaan, yang nenyebut kan:

96

Analisa yuridis..., Yoseph Kadiaman, FH Ul, 2010



Pasal 59 Ayat (3):

“Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat
di per panj ang atau di per baharui.”

Pasal 59 ayat (4):
“Perjanjian Kkerja waktu tertentu yang didasarkan
atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk
paling lam 2 (dua) tahun dan hanya bol eh
di perpanjang 1 (satu) kali.”
Sebel um di buat perjanjian penbaharuan PKW selama 2
(dua) tahun karena pekerjaan belum dapat disel esaikan,
Pekerja selama nmasa tenggang waktu 30 hari nelalui

perusahaan penyedia |asa yang bekerjasama dengan PPA

di pekerj akan pada PPA.

Ket entuan  dal am Pasal 3 ayat (6) dan (7)

Kepnenakertrans Nonor Kep-100/ Men/VI/ 2004, nenyebutkan:

Pasal 3 ayat (5):

"Dal am hal PKWI di buat berdasarkan sel esainya
pekerjaan tertentu namun karena kondisi tertentu
pekerjaan tersebut belum dapat disel esai kan, dapat
di I akukan penbaharuan PKW;”

Pasal 3 ayat (6):

“Penbaharuan sebagai mana di naksud dalam ayat (5)
di | akukan setelah nelebihi msa tenggang waktu 30
(tiga puluh) hari setelah berakhirnya perjanjian
kerja.”

Pasal 3 ayat (7):
“Selama  tenggang waktu 30 (tiga pul uh) har i

sebagai mana di naksud dalam ayat (6) tidak ada
hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha.”
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Yang di maksud dengan hubungan kerja nmenurut Pasal 50
Undang- undang Nonor 13 Tahun 2003 nenyebut kan “Hubungan
kerja terjadi karena adanya perjanjian Kkerja antara

pengusaha dan pekerj a/ buruh.”

Dal am hal ini Hubungan kerja antara pekerja/buruh
dan pengusaha terjadi antara pekerja dan perusahaan
penyedi a jasa. Hubungan kerja sebagai mana di maksud dengan
Pasal 50 Undang-undang Nonmor 13 Tahun 2003 tentang

Ket enagakerjaan tidak terjadi antara PPA dan Pekerj a.

Hak PPA dari kerjasanma dengan perusahaan penyedi a
j asa adal ah nendapatkan tenaga kerja dari perusahaan
penyedi a jasa sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan
PPA dan PPA berkewajiban nenbayar inbalan |asa kepada
perusahaan penyedi a jasa yang tel ah nenenuhi kewaji bannya

kepada PPA.

Ber dasar kan pener apan hubungan kerja nmel al ui
perusahaan penyedia jasa dinmna PPA nenpunyai hubungan
kerja dengan perusahaan penyedia jasa bukan dengan
Pekerja, maka penulis berpendapat penerapan pekerja PKW
di PPA sudah sesuali dengan  Pasal 3 ayat (7)

Kepnmenakertrans Nonor Kep-100/ Men/ VI /2004.

Mengenai di adakannya 2 (dua) kali Perubahan atas

penbaharuan Perjanjian PKW, pertama perubahan tentang
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penenpat an/ penugasan, yang semula Pekerja ditenpatkan
pada Bagian Pengelola Dokunen dinutasikan ke Bagian
Pengel ol aan Aset Kredit 1. Perubahan kedua tentang jangka
wakt u PKWI yang senul a jangka waktu kontrak kerja selam
20 bul an, nulai tanggal 12 Juli 2007 dan berakhir sanpai
dengan tanggal 26 Februari 2009, diubah nenjadi 18 bul an,
mul ai tanggal 12 Juli 2007 dan berakhir sanpai dengan

tanggal 31 Desenber 2008.

Pasal 3 ayat (8) Kepnen Nonor Kep-100/MEN VI/ 2004
menyebut kan:

Pasal 3 ayat (8):

“Para pi hak dapat nmengatur |ain dari ketentuan dal an
ayat (5) dan (6) yang dituangkan dal am Perjanjian.”

Menper hati kan Pasal 3 ayat (8) Kepnmen Nonor Kep-
100/ NEN VI / 2004, maka ket ent uan ket enagakerj aan
menungki nkan para pi hak dal am PKWF untuk nmenbuat suatu
perjanjian baru yang di tuangkan dal am perj anji an.

enper hati kan hal tersebut nmaka, perubahan atas
penbaharuan perjanjian PKW vyang dilakukan PPA dan
Pekerja telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Pasal
3 ayat (8) Kepnen Nonor Kep-100/MEN VI/2004. Karenanya

status PKW Pekerja tersebut telah sesuai dan tidak
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bert ent angan dengan per at ur an dan ket ent uan

ket enagaker | aan.

4.3.3. Berakhirnya Perjanjian Kerja

Dengan berakhirnya PKW tersebut sebel um sel esai nya
masa operasi PPA atau bersamaan dengan berakhirnya masa
operasi PPA, maka tidak ada kewajiban bagi PPA untuk
menbayar kan apapun terhadap Pekerja tersebut.

Yang nungkin akan nenj adi per masal ahan adal ah
apabila tanggal Dberakhir PKW tersebut itu nelewati
tanggal asunsi nmasa berakhi rnya masa operasi PPA, karena
dengan terlewat kannya tanggal berakhirnya PKWI naka PPA
waj | b menbayar upah pekerja sanpai berakhirnya Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu tersebut.

Pada posisi kasus ini, setelah berakhirnya PKW pada
tanggal 31 Desenber 2008, PPA nenberi kan uang purna bakti
kepada Pekerja PKW. Penberian wuang purna bakti ini
kepada Pekerja PKW nerupakan suatu hal yang sangat baik
kar ena menur ut ket ent uan per undang- undangan
ket enagakerjaan, Pekerja PKW yang berakhir PKW-nya
ti dak berhak atas pesangon sebagai mana di beri kan kepada

karyawan tetap
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BAB V
KESI MPULAN DAN SARAN

5.1. Kesinpul an

Ber dasarkan wuraian diatas, hasil penelitian ini
dapat di si npul kan sebagai beri kut:

Pert ama, pengaturan perjanjian kerja untuk waktu
tertentu antara PPA dan Pekerja sudah sesuai dengan
Undang- undang Nonor 13 Tahun 2003 t ent ang
Ket enagakerjaan karena tidak ada satupun tindakan
pel anggaran yang dilakukan PPA terhadap peraturan dan

ket ent uan ket enagakerj aan.

a. Mengenai Jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan
Pekerja di PPA sudah sesuai dengan Pasal 59 (1) UU
Nonor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 3
Kepnenakertrans Nonor Kep- 100/ Men/ VI /2004 tentang

Ket ent uan Pel aksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Pekerjaan PPA akan sel esai dalam waktu tertentu
karena kondi si PPA yang mmsa berdirinya telah
di tentukan di dalam Anggaran Dasarnya yaitu 5 tahun

sejak didirikan atau kecuali di perpanjang atas
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persetujuan RUPS dan tugas dari PPA adal ah nengel ol a
aset Negara eks BPPN yang nemliki karakteristik

khusus berupa sifat penguasaan senentara ol eh Negar a.

Mengenai jangka waktu kontrak, yang pertanma adal ah
PKWI 2 tahun, kemudi an di perpanjang 1 x selama 1 tahun
setelah masa jeda | ebih dari 30 hari dibuat perjanjian
penbaharuan PKWI naksi mal 2 tahun. Kenudi an di adakan 2
(dua) kali Perubahan atas penbaruan Perjanjian PKW,
pert ama per ubahan t ent ang penenpat an/ penugasan

per ubahan kedua, tentang jangka waktu PKW yang semul a
j angka waktu selama 20 bulan, di wubah nenjadi 18

bul an.

Pener apan jangka waktu PKW tersebut sudah sesua
dengan Pasal 59 ayat (3) dan (4) undang-undang Nonor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Pasal 3
ayat (5), (6) dan (7) Kepnenakertrans Nonor Kep-
100/ Men/ VI [ 2004 tent ang Ket ent uan Pel aksanaan

Perjanjian Kerja Waktu Tert entu.

Sebel um di buat perjanjian penbaharuan PKW sel ama
2 (dua) t ahun kar ena pekerj aan bel um dapat
di sel esai kan, Pekerja selanma nasa tenggang waktu 30
hari nel al ui perusahaan penyedi a jasa yang bekerjasama

dengan PPA di pekerjakan pada PPA, hal ini sudah sesuai
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dengan Ket ent uan dal am Pasal 3 ayat (7)
Kepnmenakertrans No. Kep-100/Men/ VI/2004, karena yang
di mksud dengan hubungan kerja, nenurut Pasal 50
Undang- undang Nonor 13 Tahun 2003 adal ah *“Hubungan
kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara
pengusaha dan pekerja/buruh.” Dalam hal ini Hubungan
kerja antara pekerjal/buruh dan pengusaha terjad

antara pekerja dan perusahaan penyedia |jasa. Hubungan
kerja sebagai nana di maksud dengan Pasal 50 Undang-
undang Nonor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
tidak terjadi antara PPA dan Pekerja. Berdasarkan
pener apan hubungan kerja nelalui perusahaan penyedi a
jasa dimana PPA nenpunyai  hubungan kerja dengan

perusahaan penyedi a jasa bukan dengan Pekerj a.

Mengenai perubahan PKWF yang terjadi dua kali ha
tersebut sudah sesuai dengan Pasal 3 ayat (7)dan (8)
Kepnmenakertrans Nonor Kep-100/ Men/VI/2004. Ketentuan
ket enagaker | aan nmemungki nkan para pihak dalam PKW
untuk nenbuat suatu perjanjian baru yang dituangkan

dal am perj anji an.
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Kedua, karyawan PKW yang diakhiri perjanjian
ker | anya tel ah nmendapat kan haknya sesuali yang
di per syarat kan dal am Undang- Undang Nonor 13 Tahun 2003
t ent ang Ket enagakerj aan.

Renunerasi seperti gaji, tunjangan cuti, tunjangan
hari raya, bonus/apresiasi dan fasilitas kesehatan yang
di beri kan PPA kepada karyawan PKWT juga diberikan sama
kepada Karyawan PKWI. Penberian uang purna bakti
sebagai ungkapan terima kasih PPA kepada Karyawan PKW
yang berakhir kontrak Kkerjanya dengan PPA, hal ini
sangat bai k karena sesuai ketentuan undang-undang
ket enagakerjaan, PKW yang berakhir kontrak kerjanya
tidak berhak atas wuang pesangon sebagai mana di berikan
apabila terjadi penutusan hubungan kerja kepada karyawan

PKWIT.

5.2. Saran

Dar i hasi | penelitian ini di sarankan kepada
pengusaha, Penerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat yang
terlibat |angsung dal am penyusunan kebijakan Kketentuan
per at uran perundang-undangan tentang ketenagakerjaan di
I ndonesi a sebagai beri kut:
a. Dalam Perjanjian PKW di PPA, tugas dan fungsi utama

Pekerja di sarankan untuk di cantunkan dal am perjanji an
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PKWI, dem kian juga nengenai ketentuan waktu dan
| amanya apabi |l a di but uhkan per panj angan dan
penbaharuan PKW. Pencantuman perihal tersebut dal am
perjanjian PKW akan nenunjukkan itikad baik dari
pengusaha wuntuk nmenerapkan PKW di perusahaannya
sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berl aku
dan akan nenbantu pekerja untuk nenonitor penerapan
PKWI t er sebut .

Mel engkapi ket ent uan per at ur an ket enagakerj aan
khususnya BAB | X Hubungan Kerja pada Undang-undang
Nonor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, agar
kej adi an terhadap Pekerja dimna selam nmasa jeda 30
har i sebel um penbaharuan PKWI 2 tahun tetap
di pekerjakan ke PPA nel al ui perusahaan penyedia jasa

dapat terhindari.

Mel engkapi ket ent uan per at ur an ket enagakerj aan
khususnya ketentuan setel ah masa kontrak PKW sel ama
3 tahun dil anjutkan dengan penbaharuan PKW 2 tahun
setelah masa jeda 30 hari. Ketentuan tersebut perlu
diatur lebih lanjut sebagai acuan pengusaha dal am
mener apkan status pekerja di perusahaannya setel ah
masa penbahar uan PKWI  dan unt uk menghi ndar

terjadi nya pel aksanaan PKWI yang berul ang- ul ang.
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